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HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI PERANGKAT DESA
BANDAR KLIPPA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI EFEKTIF

NUR AULIA PUTRI MAHA
NPM : 2203110261

ABSTRAK

Komunikasi organisasi memiliki peran penting dalam mendukung
efektivitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis hambatan komunikasi organisasi yang terjadi pada perangkat
Desa Bandar Klippa serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan administrasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan
narasumber berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari unsur internal (Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan perangkat/staff pelayanan) serta unsur eksternal masyarakat
yang pernah menerima layanan administrasi di Kantor Desa Bandar Klippa. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi organisasi yang utama
meliputi hambatan teknis (keterbatasan fasilitas komunikasi dan teknologi
informasi), hambatan semantik (perbedaan pemahaman istilah dan prosedur
administrasi antara perangkat desa dan masyarakat), serta hambatan psikologis
dalam interaksi dengan warga yang memiliki karakter dan ekspetasi beragam.
Hambatan struktual relatif minimal karena alur komunikasi formal dan pembagian
tugas sudah cukup jelas, namun masih terdapat rasa sungkan yang dapat
mempengaruhi kelancaran arus informasi. Hambatan-hambatan tersebut berdampak
pada kecepatan, kepastian informasi, dan intensitas klarifikasi dalam proses
pelayanan, meskipun secara umum kualitas pelayanan administrasi dinilai cukup
baik oleh masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi
komunikasi organisasi perangkat desa, disertai perbaikan sarana komunikasi
organisasi dan penyederhanaan pesan kepada masyarakat, menjadi kunci untuk
mewujudkan pelayanan administrasi yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci: Komunikasi organisasi, hambatan komunikasi, perangkat desa,
pelayanan administrasi, Desa Bandar Klippa
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa tidak terlepas dari peran
komunikasi organisasi. Efektivitas komunikasi tersebut menjadi penentu utama
dalam kelancaran serta keberhasilan penyampaian layanan kepada masyarakat.
Komunikasi organisasi dalam pemerintah desa merupakan faktor penting dalam
upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Pradhana et al., 2023).
Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi organisasi tidak hanya
sebatas penyampaian informasi satu arah, melainkan juga mencakup mekanisme
interaktif untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Hal ini
penting untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan
keputusan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan akuntabilitas lokal.
(Junesoo et al., 2023) menekankan bahwa komunikasi pemerintah dan
peningkatan kepercayaan masyarakat memiliki hubungan yaitu melalui anggaran
partisipasif. Dengan demikian, efektivitas komunikasi organisasi di lingkungan
pemerintahan desa perlu dilihat sebagai proses yang komprehensif dan
multidimensi.
Di Indonesia, khususnya di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei
Tuan, terlihat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan layanan
administrasi yang efektif dan kenyataan pelayanan yang diberikan oleh perangkat
desa. Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa banyak desa di berbagai

wilayah telah menerapkan inovasi-inovasi mutakhir serta program-program



inovatif guna memperbaiki efisiensi administrasi dan memperkuat
komunikasi di tingkat lokal (Dachi, 2025). Meskipun demikian, tantangan-
tantangan dalam mencapai komunikasi yang efektif sering kali menghambat
optimalisasi proses pelayanan, terutama ketika mempertimbangkan dinamika dari
layanan publik yang melibatkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat
luas.

Pemerintah desa beserta dengan aparat terkaitnya, berperan sebagai
administrator utama dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pembangunan
infrastruktur, serta kegiatan kemasyarakatan. (Arsjad, 2018) mengungkapkan
bahwa perlunya aparat desa yang benar-benar mampu dan bertanggung jawab atas
tugas-tugas yang ada.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah desa memerlukan
komunikasi yang efektif. Dalam konteks komunikasi, pemerintah desa dapat
menggunakan komunikasi organisasi. Dari sudut pandang empiris, berbagai
penelitian yang telah dilakukan di Indonesia juga menunjukkan betapa krusialnya
peran komunikasi organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik
lokal. (Husni & Frinaldi, 2023) mengatakan pada penelitiannya bahwa
miskomunikasi antar strata pemerintah berpotensi menimbulkan tantangan
signifikan dalam pengelolaan anggaran dan penyediaan layanan publik.

Komunikasi dalam esensinya adalah progres dinamis yang melibatkan
transmisi dan resepsi pesan atau informasi antara dua individu atau lebih, dimana
elemen-elemen seperti ide, gagasan, pemikiran, pendapat serta ekspresi emosional

lainnya dapat ditukar. Proses ini tidak hanya terbatas pada pertukaran verbal,



tetapi juga mencakup bahasa tubuh, nada suara, dan bahkan konteks budaya yang
memengaruhi interprestasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi berfungsi
sebagai sistem penghubung vital yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja
antar bagian dalam organisasi (Suryani et al., 2023).

Desa Bandar Klippa dalam pelayanan administrasi masih menggunakan
arsip pencatatan secara manual, begitu juga dalam kegiatan surat menyurat yang
diketik melalui Microsoft Word dan terkadang sering terjadi kesalahan penulisan.
(Pratiwi & Hasdiana, 2024) menegaskan dalam penelitiannya bahwa perlu
dilakukan pembaharuan dalam pelayanan administrasi di desa Bandar Klippa agar
segala bentuk pelayanan menjadi lebih efektif.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi komunikasi
organisasi dalam konteks pelayanan publik di desa. (Irvan Riyadi, Ade Chandra,
2022) misalnya, yang menyoroti tantangan dalam komunikasi di pemerintahan
desa, tetapi tidak ada menyinggung mengenai bagaimana hambatan-hambatan ini
berinteraksi secara spesifik dalam konteks desa Bandar Klippa.

Begitu pula penelitian (Babu Hahang, 2021) yang mendapati adanya
pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan perangkat
desa yang dapat memengaruhi kualitas komunikasi organisasi, tetapi belum ada
studi yang mengaitkan secara langsung bagaimana dua variable ini memengaruhi
komunikasi di desa. Karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk
memberikan solusi atas masalah yang ada di desa Bandar Klippa dan juga untuk
berkontribusi pada kajian yang lebih luas tentang komunikasi organisasi dalam

konteks pemerintahan lokal di Indonesia.



1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana hambatan komunikasi organisasi pada perangkat desa Bandar

Klippa dapat mempengaruhi pelayanan administrasi efektif?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana hambatan

tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis:

a) Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian teoritis yang
menyangkut dengan hambatan komunikasi organisasi perangkat desa dalam
mewujudkan pelayanan administrasi efektif.

b) Manfaat Praktis
Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi perangkat desa
Bandar Klippa yang ingin mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada
proses pelayanan administrasi di desa tersebut dan dapat menjadi bahan
perbaikan bagi perangkat desa dan pemerintah daerah. Selain itu, dengan
hasil penelitian ini perangkat desa dapat mengembangkan kompetensi

komunikasi mereka.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB 11

BAB 111

BAB IV :

BAB V

PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
URAIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang terdiri dari Pengertian dan Teori
Komunikasi Organisasi, Peran Komunikasi Organisasi, Fungsi
Komunikasi Organisasi, Hambatan Komunikasi dalam Organisasi
Pemerintahan Desa, Pelayanan Administrasi yang Efektif.

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian jenis penelitian, kerangka konsep,
definisi konsep, definisi operasional data, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan yang
terkait dengan penelitian.

PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dan saran.



BAB 11
URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi Organisasi
2.1.1 Pengertian dan Teori Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi merupakan jenis komunikasi yang terjadi di dalam suatu
organisasi tertentu. Komunikasi dalam konteks organisasi mencakup mekanisme
pertukaran informasi melalui pengiriman dan penerimaan pesan di antara
kelompok-kelompok formal maupun informal yang ada didalam suatu entitas
organisasional. Menurut (Kartini et al, 2024), komunikasi formal disahkan secara
eksplisit oleh struktur organisasi itu sendiri, dengan tujuan utama untuk mendukung
kepentingan kolektif lembaga serta tanggung jawab spesifik yang harus dijalankan
oleh anggota. Sebaliknya, komunikasi informal bersifat lebih fleksibel dan diterima
berdasarkan norma sosial yang berlaku.

Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi merupakan elemen krusial dalam
dinamika kehidupan organisasi, yang bahkan dianggap sebagai imperatif mutlak.
Kemampuan dalam organisasi berfungsi sebagai inti utama dalam membentuk
kondisi serta atmosfer yang mendukung produktivitas, membangun interaksi yang
berkelanjutan, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan,
meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi, serta berkontribusi pada
promosi dan optimalisasi strategi pemasaran produk atau layanan. (Harahap.M.D.
& Rudianto.R., 2021) juga menegaskan bahwa komunikasi yang baik dapat
membantu organisasi dalam meminimalkan konflik yang mungkin terjadi pada

suatu organisasi.



Dalam konteks komunikasi organisasi, efektivitas penyampaian pesan yang
akurat baik dari satu individu ke individu lain maupun ke kelompok dipengaruhi
oleh berbagai faktor. Selain elemen dasar seperti kejelasan dan umpan balik, aspek
seperti struktur hierarki, distribusi wewenang, serta desain pekerjaan dalam
organisasi turut memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan
komunikasi secara keseluruhan. Seperti yang ditegaskan oleh Simon “organisasi
perlu untuk membantu manusia berkomunikasi” (Kholil, 2011).

Manusia tidak dapat terhindar dari komunikasi. Semua aspek kehidupan
memerlukan komunikasi, baik di dalam keluarga atau bahkan dalam lingkungan

bermasyarakat (Sari & Basit, 2018).

2.1.2 Peran Komunikasi Organisasi
Peran komunikasi dalam organisasi memegang posisi yang sangat penting
dalam mendukung pelayanan administrasi. Melalui komunikasi yang efektif,
tercipta suasana kerja yang kondusif serta motivasi bagi pegawai untuk
meningkatkan kinerja. Dapat dikatakan, komunikasi menjadi aliran utama yang
menghidupkan seluruh fungsi organisasi (Sari & Basit, 2018).
e Pembentuk Loyalitas dan Motivasi Pegawai
Peran komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian informasi tetapi juga
sebagai sarana untuk membangun kedekatan emosional antar pegawai.
Melalui komunikasi yang efektif, terbentuk rasa solidaritas, loyalitas, dan
sense of belonging terhadap organisasi. Keterbukaan antara pimpinan dan
staf menciptakan suasana kerja yang inklusif, dimana setiap pegawai merasa

dihargai dan memiliki kontribusi penting dalam pengambilan



keputusan. Kondisi tersebut berimplikasi positif terhadap meningkatnya
tanggung jawab individu dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif.

e Penghubung Eksternal dan Transparansi Publik
Dalam ranah administrasi publik, sebuah organisasi tidak dapat beroperasi
secara terisolasi tanpa dukungan dan interaksi dengan pihak lain.
Komunikasi organisasi menjadi sarana utama yang menghubungkan
lembaga pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Melalui
komunikasi yang terbuka, cepat tanggap, dan melibatkan partisipasi publik,
institusi dapat memperkuat akuntabilitas, serta legitimasi dimata
masyarakat.

e Instrumen Koordinasi dan Kepemimpinan
Salah satu fungsi terpenting dari komunikasi dalam organisasi adalah
sebagai sarana untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas. Melalui
komunikasi yang efektif, pimpinan dapat memperoleh gambaran
menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan di setiap bagian yang

menjadi tanggung jawabnya.

2.1.3 Fungsi Komunikasi Organisasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengendalikan
sikap serta perilaku anggota organisasi melalui berbagai mekanisme. Adapun fungsi
komunikasi menurut (Sopiah, 2018), sebagai berikut:

Komunikasi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mengendalikan
perilaku individu di dalam suatu organisasi. Melalui proses komunikasi yang

terarah, setiap anggota komunikasi memperoleh pengalaman mengenai norma,



aturan, serta tanggung jawab yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas. Salah
satu bentuk implementasi fungsi pengendalian ini tampak ketika organisasi
mewajibkan karyawan untuk menyampaikan keluhan, hambatan, atau
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kewajiban mereka. Proses tersebut
menjadi sarana bagi organisasi untuk menjaga agar perilaku Kkerja tetap sesuai
dengan standar dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Selain berfungsi sebagai alat pengendalian, komunikasi juga berperan penting
dalam membangkitkan dan mempertahankan motivasi kerja karwayan. Dalam hal
ini, peran manajer sangat berpengaruh, karena manajer menjadi penghubung utama
antara kebijakan organisasi dengan pelaksana di lapangan.

Komunikasi juga berfungsi sebagai media ekspresi emosi individu ditempat
kerja. Setiap anggota organisasi memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan
perasaan seperti kepuasan, kecewaan, kebahagiaan, maupun ketidakpuasan melalui
interaksi sehari-hari. Ekspresi emosional tersebut berpengaruh terhadap dinamika
hubungan interpersonal dan iklim kerja dalam organisasi. Oleh karena itu,
kemampuan dalam mengelola komunikasi interpersonal menjadi faktor penting
dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis.

Secara keseluruhan, komunikasi dapat dipandang sebagai variabel bebas yang
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi. Baik
di lingkungan internal maupun eksternal, komunikasi menjadi sarana utama dalam
membangun koordinasi, kolaborasi, serta keselarasan tujuan antara pimpinan dan

karyawan.
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Dalam (Harahap et al., 2022) dijelaskan bahwa komunikasi organisasi

mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Umum

a. Komunikasi berfungsi untuk menceritakan informasi terkini mengenai

sebagai atau keseluruhan hal yang berkaitannya dengan pekerjaan,
komunikasi merupakan proses pemberian informasi mengenai
bagaimana seorang atau sekelompok orang harus mengerjakan satu
tugas tertentu.

Komunikasi berfungsi untuk “menjual” gagasan, ide, pendapat, fakta,
termasuk menjual sikap organisasi dan sikap tentang sesuatu yang
merupakan subjek layanan.

Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan
agar mereka bisa belajar dari orang lain, belajar tentang apa yang
dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orain lain, tentang apa yang
“dijual” atau diceritakan oleh orang lain tentang organisasi.
Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi
membagi pekerjaan, atau siapa yang menjadi atasan dan siapa yang
menjadi bawahan, besaran kekuasaan dan kewenangan, menentukan
bagaimana memanfaatkan sumber daya, serta mengalokasikan manusia,

mesin, metode, dan teknik dalam organisasi.

2. Fungsi Khusus

a.

Membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi,

lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah
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komando.

b. Membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar
sesama bagi peningkatan produk organisasi. Membuat para karyawan
memiliki kemampuan untuk menangani atau mengambil keputusan-

keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti.

2.2 Hambatan Komunikasi dalam Organisasi Pemerintahan Desa

Dalam konteks organisasi, terutama ditingkat pemerintahan daerah atau desa,
penting sekali untuk mengidentifikasi berbagai hambatan komunikasi agar
organisasi dapat membangun sistem komunikasi yang lebih efektif. Untuk
menciptakan kemandirian dan profesionalisme aparatur desa dalam menjalankan
administrasi yang efektif diperlukan upaya-upaya mengurangi hambatan- hambatan
komunikasi yang mengganggu terciptanya efektivitas komunikasi dalam organisasi
pemerintah desa (Azaini, 2004).

Dalam memahami dinamika ini, seperti yang dijelaskan oleh (Siregar et al.,
2021) bahwa ada dua faktor penting dalam proses komunikasi yang efektif yaitu
yang pertama adalah orang yang menyampaikan pesan harus memastikan informasi
disampaikan dengan cara yang lugas dan mudah dicerna oleh penerima. Yang kedua
adalah penerima pesan harus bisa meresapi serta menafsirkan hubungan antar
elemen pesan dengan benar.

Mengutip (Kreitner & Kinicki, 2014) dalam (Siregar et al., 2021) mengatakan
bahwa terdapat 4 hambatan dalam berkomunikasi, yaitu:

Hambatan psikologis, yaitu semua atribut pribadi yang menghambat

komunikasi. Terdapat juga sembilan hambatan psikologis yang umum, yaitu:
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. Variabel kemampuan dalam komunikasi secara efektif. Yaitu kemampuan
dalam memakai gerakan tubuh, referensi kosakata, berkomunikasi dalam
bentuk ringkasan, dan keahlian dalam membuat orang lain tertarik untuk
berkomunikasi dengan kita.

. Variasi dalam bagaimana informasi diproses dan diinterpretasikan. Dari
berbagai macam tanggapan seseorang dapat memengaruhi interpretasi apa
yang orang itu dengar dan lihat.

. Variasi dalam kepercayaan antar pribadi. Komunikasi yang efektif
bergantung pada dua elemen kunci. Pertama, pengirim pesan harus
menyampaikan informasi dengan cara yang ringkas dan mudah dicerna oleh
penerima. Kedua, penerima perlu merespons dan menafsirkan hubungan
antar elemen pesan dengan tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengenali
serta menanggulangi berbagai rintangan yang bisa muncul selama proses
komunikasi.

. Stereotip dan anggapan. Stereotip merupakan menyederhanakan dengan
berlebihan terhadap kelompok tertentu. Hal ini merupakan perilaku yang
tidak baik karena dapat menggangu dan mempengaruhi pesan yang
disampaikan.

. Ego yang besar. Ego dapat menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi
bagaimana kita bersikap terhadap orang lain.

Kekurangan dalam mendengar. Sungkan untuk melakukan kepada orang
lain ketika kita beranggapan bahwa pesan yang disampaikan tidaklah

penting.
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7. Kecenderungan dalam menilai informasi orang lain. Semua orang memiliki
sifat alami untuk menilai informasi secara subjektif berdasarkan kejadian
yang pernah dialami.

8. Tidak mampunya mendengarkan dengan definisi. Seseorang mesti
mendengarkan melalui pengertian; hal ini dapat mempengaruhi kekuatan
dalam menyampaikan informasi.

9. Komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yang tidak ditambahi dengan
komunikasi non-verbal dapat mempengaruhi makna dan akurasi pesan yang
disampaikan.

Hambatan Teknis: Suara, waktu, ruang, dan lainnya. Ketika berbicara ditempat
yang berisik sehingga tidak dapat mendengarkan apa yang orang lain katakana, itu
merupakan hambatan fisik.

Hambatan Semantik: Arti kata-kata. Semantis merupakan ilmu mengenai
makna kata. Hambatan semantik umumnya terjadi pada organisasi yang memiliki
beragam budaya dan bersifat internasional.

Perbedaan etnis dan budaya dapat mempengaruhi pola interaksi harian antara
pegawai lokal dan pendatang. Meskipun terdapat bahasa pemersatu, kecenderungan
menggunakan dialek atau bahasa asli saat berinteraksi dengan sesama kelompok dan
dapat menghambat interaksi sosial di tempat kerja (Anshori, 2021).

Hambatan Struktutal: Prosedur yang tidak jelas, perbedaan status sosial, dan

juga beban informasi yang ada.
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2.3 Pelayanan Administrasi yang Efektif

Pelayanan administrasi publik adalah mekanisme yang disediakan pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan serta menjamin hak-hak sipil warga negara. Dalam
pemerintahan desa, pelayanan administrasi mencakup pembuatan surat-surat
keterangan, pelayanan kependudukan, dan kegiatan administratif lainnya yang
berkaitan langsung dengan masyarkat (Hudaya et al., 2022).

Efektivitas dalam pelayanan biasanya merujuk pada sejauh mana tujuan
pelayanan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya,
baik dari segi waktu, kualitas, maupun ketepatan prosedur. Istilah efektif sendiri
mengandung makna berhasil atau sesuatu yang dilakukan membuahkan hasil guna
yang maksimal dalam mencapai sasaran organisasi (Robbins, 1996; Siagian, 1995)
dalam (Weto et al., 2025).

Dalam konteks penyelenggaraanya, aparatur negara memegang peran yang
krusial sebagai pelaksana kebijakan yang langsung berinteraksi dengan
masyarakat. Tanggung jawab mereka terletak pada penyediaan pelayanan publik
yang berkualitas tinggi, yang tidak hanya memenuhi efisiensi dan efektivitas,
tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara keseluruhan.
Pelayanan publik merupakan indikator yang paling mudah diamati dalam
menilai Kinerja pemerintah, karena bersentuhan langsung dengan kehidupan
sehari-hari masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, administrasi desa
menjadi penentu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber

daya insani yang ada (Wiranata et al., 2019).



15

Pemerintahan desa yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, seperti
partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas, akan menjadi
lebih kokoh dan memiliki legitimasi yang kuat apabila dibangun diatas fondasi
kesejajaran, keseimbangan, serta kepercayaan di antara seluruh elemen tata kelola
pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk melakukan
perubahan yang serius, baik dari segi kepemimpinan dan juga dari kinerja birokrasi
yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas (Ali & Saputra, 2020).

Pelayanan harus memiliki standar yang kemudian menjadi tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur.

(Marwiyah, 2020) menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik
memiliki kewajiban untuk memenuhi 10 komponen standar pelayanan yang
meliputi:

1) Kesederhanaan, prosedur yang sederhana dan tidak membingungkan

masyarakat.

2) Kejelasan, kejelasan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pengurusan

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

3) Kepastian waktu, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap proses pelayanan.

4) Akurasi, ketepatan pelaksanaan proses administrasi.
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5) Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan.

6) Tanggung jawab, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi
kelompok rentan.

8) Kemudahan akses, baik dari segi akses menuju kantor desa ataupun
kemudahan akses ke web desa.

9) Kedisiplinan dan keramahan, pelaksana mampu menjalakan sesuai
prosedur yang ada dan tetap sopan terhadap masyarakat.

10) Kenyamanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas

dari bahaya dan risiko keragu-raguan.



BAB IlI
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan penelitian kualitati yang dirancang
untuk menyelidiki dan menginterpretasi pengalaman subjektif, persepsi, dan makna
individu mengenai fenomena sosial tertentu dalam hal ini hambatan komunikasi
organisasi perangkat desa dalam upaya mewujudkan pelayanan administrasi yang
efektif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana individu
mengalami sesuatu dilingkungan mereka (Ugwu et al., 2023). Penelitian kualitatif
sangat berguna untuk memahami perilaku manusia yang rumit dan proses
institusional dalam lingkungan alami mereka tidak untuk mengukur variabel atau
menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Paradigma kualitatif
memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan narasumber,
memungkinkan penyelidikan mendalam tentang praktik komunikatif, pelayanan
administrasi, dan hambatan instutional yang dihadapi oleh perangkat desa dalam
tugas profesional mereka.

Peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh
pengetahuan yang mendalam mengenai isu tema dan dinamika kontekstual, dimana
lebih mengutamakan kedalaman wawasan daripada generalisasi ke populasi yang
lebih besar. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, mengetahui hambatan, dan
mengembangkan penjelasan berdasarkan cerita, perilaku, dan interaksi instutional
peserta. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi baik

terhadap perbaikan praktis dalam proses pelayanan
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administrasi di Kantor Desa Bandar Klippa maupun diskusi teoritis mengenai
hambatan komunikasi organisasi dalam perangkat desa guna mewujudkan
pelayanan administrasi yang efektif. Oleh karena itu, studi kualitatif ini
memberikan sudut pandang penting untuk menyelidiki dinamika komunikasi
organisasi, peran perangkat desa, dan pelayanan administrasi yang efektif.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Hambatan Komunikasi Organisasi Perangkat
Desa Bandar Klippa dalam Mewujudkan
Pelayanan Administras: Efektif

Hambatan Struktual Hambatan Semantik Hambatan Psikologis Hambatan Teknis

Proses Komunikast Organisasi

Pelayanan Administrasi Desa yang Efektif

Sumber: olahan peneliti, 2026.

3.3 Definisi Konsep

a. Hambatan Komunikasi Organisasi
Hambatan komunikasi organisasi adalah segala jenis gangguan atau
rintangan dalam proses pertukaran informasi di internal kantor desa yang
meliputi hambatan teknis (leterbatasan media/alat), hambatan semantik
(salah tafsir bahasa), hambatan fisik (tata ruang dan jarak), serta hambatan

psikologis (sikap dan mental aparat) yang menghambat pencapaian tujuan
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organisasi (Missa et al., 2013).

b. Pelayanan Administrasi
Pelayanan administrasi adalah segala aktivitas pemenuhan kebutuhan
masyarakat desa terkait dokumen kependudukan, perizinan, dan surat
keterangan lainnya yang dilakukan oleh perangkat desa dengan mengacu
pada standar pelayanan minimal (Bella et al., 2017).

c. Efektivitas Pelayanan
Suatu kondisi pencapaian target pelayanan publik yang ditandai dengan
kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan,
yang diukur melalui indikator kecepatan, ketepatan, transparansi biaya, dan
keramahan petugas (Nursifa & Asria, 2025).

3.4 Kategorisasi Penelitian

Tabel 1. Kategorisasi Penelitian

No Kategorisasi Indikator

1.  Hambatan a. Hambatan Struktual (prosedur yang tidak jelas,
Komunikasi perbedaan status sosial, dan beban informasi)
Organisasi b. Hambatan Teknis (keterbatasan fasilitas,

kurangnya keterampilan operasional, dan
koneksi internet yang sering bermasalah)

c. Hambatan Semantik (perbedaan bahasa dan
budaya, kesalahan penafsiran bahasa, simbol,
atau istilah teknis birokrasi)

d. Hambatan Psikologis (kondisi emosional, rasa
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takut pada atasan, rendahnya motivasi kerja)

2.  Pelayanan a. Kesederhanaan
Administrasi  b. Kejelasan
Efektif c. Kepastian Waktu
d. Akurasi
e. Keamanan
f. Tanggung Jawab
g. Kelengkapan Sarana
h. Kemudahan Akses
I.  Kedisiplinan & Keramahan

J.  Kenyamanan

Sumber: Olahan peneliti, 2026

3.5 Narasumber

Narasumber dalam penelitian kualitatif bukan sekedar responden yang
menjawab pertanyaan, melainkan subjek aktif yang berkontribusi dalam
membangun pemahaman mendalam terhadap fenomena penelitian. Oleh karena itu,
pemilihan narasumber harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan tujuan
penelitian agar data yang diperoleh bersifat kaya (rich data) dan bermakna.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan
menggunakan teknik proposive sampling. Teknik proposive sampling dipilih
karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual

mengenai hambatan komunikasi organisasi perangkat desa dalam mewujudkan
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pelayanan administrasi yang efektif. Teknik ini dinilai tepat karena tidak semua
individu memiliki informasi, pengalaman, dan pemahaman yang sesuai dengan
kebutuhan penelitian, sehingga pemilihan informan harus dilakukan secara selektif
dan terarah agar data yang diperoleh benar-benar kaya makna dan mendalam
(Siregar et al., 2021).

Narasumber penelitian ini terdiri internal dan eksternal pemerintahan desa.
Dari unsur internal, narasumber meliputi Kepala Desa Bandar Klippa yaitu Bapak
Suripno, S,H., M.H sebagai pemegang otoritas kebijakan dan penentu arah
komunikasi organisasi, Sekretaris Desa Bandar Klippa yaitu Bapak Saring yang
memiliki peran strategis dalam koordinasi administrasi dan penyampaian informasi
antarperangkat desa, serta tiga orang petugas pelayanan administrasi desa yaitu
Fanny Fadillah, Muhammad Gunawan, dan Deni Pradana yang secara langsung
terlibat dalam proses komunikasi pelayanan kepada masyarakat. Pemilihan
perangkat desa sebagai narasumber didasarkan pada peran mereka sebagai
pelaksana utama komunikasi organisasi dan pelayanan administrasi, sehingga
dinilai mampu memberikan informasi mendalam mengenai alur komunikasi
internal organisasi, pola koordinasi kerja, serta hambatan komunikasi yang terjadi

dalam praktik pelayanan sehari-hari. Adapun data lengkapnya sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Identitas Narasumber Internal (Perangkat Desa)

No | Nama Jabatan Jenis Kelamin Umur
1. | Suripno, Kepala Desa Laki-laki 63 Tahun
S.H,M.H

2. | Saring Sekretaris Desa Laki-laki 51 Tahun

3. | Fanny Fadillah Staff Desa (Kaur | Perempuan 26 Tahun
Umum)

4. | Zulmawarni Staff Desa (Kaur | Laki-laki 51 Tahun
Pemerintahan)

5. | Deni Pradana Satff Desa (Kaur | Laki-laki 23 Tahun
Keuangan)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan narasumber dari unsur masyarakat
sebagai pihak eksternal dan penerima langsung pelayanan administrasi desa.
Masyarakat yang dijadikan narasumber berjumlah lima orang yaitu Hermansyah,
Arianto, Fianto Surya dan Muhammad Adil yang dipilih berdasarkan pengalaman
mereka dalam menerima pelayanan administrasi di Kantor Desa Bandar Klippa,
seperti pengurusan surat keterangan, dokumen kependudukan, dan layanan
administratif lainnya. Keterlibatan masyarakat sebagai narasumber bertujuan untuk
memperoleh perspektif pengguna layanan terhadap kejelasan informasi, efektivitas
komunikasi petugas, serta hambatan komunikasi yang dirasakan selama proses

pelayanan berlangsung. Adapun data lengkapnya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2 Identitas Narasumber Eksternal (Masyarakat)
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No | Nama Pekerjaan Jenis Kelamin Umur

1. | Sulianto Buruh Harian Lepas | Laki-laki 57 Tahun

2. | Hermansyah Buruh Harian Lepas | Laki-laki 55 Tahun
Nasution

3. | Ari Lesmana Buruh Harian Lepas | Laki-laki 55 Tahun

4. | Fianto Surya Buruh Harian Lepas | Laki-laki 49 Tahun

5 | M. Adlil Mahasiswa Laki-laki 22 Tahun

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Dengan demikian, jumlah keseluruhan narasumber dalam penelitian ini ada

sepuluh orang. Penentuan jumlah tersebut didasarkan pada prinsip kejenuhan data

(data saturation), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari wawancara

telah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Komposisi

narasumber yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat penerima layanan

diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam

mengenai hambatan komunikasi organisasi perangkat desa dalam mewujudkan

pelayanan administrasi yang efektif, baik dari sudut pandang internal organisasi

maupun dari perspektif eksternal masyarakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a.

Wawancara

Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan menggunakan pedoman

wawancara yang bersifat fleksibel untuk mengekplorasi perasaan, persepsi,

dan pengalaman narasumber terkait hambatan komunikasi organisasi.
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Peneliti akan menggali lebih dalam mengenai alasan di balik terjadinya
miskomunikasi, misalnya apakah karena instruksi yang kurang jelas dari
pimpinan atau adanya konflik personal yang dibawa ke dalam lingkungan
kerja. Wawancara ini juga bertujuan untuk memverifikasi data yang
ditemukan selama observasi. Melalui pertanyaan yang spesifik dan
mendalam, peneliti dapat memfokuskan persepsi, pengalaman, serta
pemekiran partisipan (Rukajat, 2021).

Observasi

Pengamatan akan berfokus pada aktivitas komunikasi di kantor desa tanpa
terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan administrasi. Fokus observasi
meliputi pola interaksi antarperangkat desa saat jam kerja, ketersediaan
sarana komunikasi (seperti komputer, internert, dan papan informasi), serta
perilaku petugas saat melayani masyarakat.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mendukung data
yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam
penelitian ini mencakup berbagai sumber yang relevan dengan proses
pelayanan administrasi di Kantor Desa Bandar Klippa, seperti arsip program
kerja, foto atau video pelaksanaan pelayanan, catatan keluhan, laporan
kegiatan, catatan rapat, serta konten media sosial kantor desa (Ayumsari

Ratri, 2022).
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3.7 Teknik Analisis Data

a.

Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemusatan
perhatian pada data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian
untuk memastikan data yang digunakan relevan dengan fokus penelitian.
Data yang tidak relevan atau berulang akan dihilangkan untuk menjaga
efisiensi dalam pengolahan informasi. Reduksi data juga membantu peneliti
memusatkan perhatian pada aspek-aspek utama yang diperlukan untuk
menjawab pertanyaan penelitian.

Penyajian Data

Penyajian data adalah pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam
bentuk naratif deskriptif maupun visual, seperti tabel atau diagram. Hal ini
bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi hubungan atau
pola yang muncul dari data. Dengan demikian, data yang disajikan dapat
menjadi dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan,
atau temuan penting dari data yang telah ditemukan. Kesimpulan
dirumuskan untuk menjawab tujuan penelitian secara menyeluruh
berdasarkan data yang valid dan relevan. Proses ini melibatkan refleksi dan
evaluasi data untuk memastikan kesimpulan yang diambil sesuai dengan
hasil penelitian. Kesimpulan yang dibuat akan memberikan kontribusi

penting dalam memahami fenomena yang diteliti.
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3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini
didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu hambatan komunikasi
organisasi perangkat desa dalam mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif.

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai pada
bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026. Rentang waktu tersebut digunakan
untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi secara bertahap agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai
hambatan komunikasi organisasi perangkat desa dalam mewujudkan pelayanan
administrasi yang efektif.

3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian
3.9.1 Desa Bandar Klippa

Desa Bandar Klippa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Secara teoritis,
Desa Bandar Klippa awalnya merupakan bagian dari Kampung Tembung. Setelah
dibukanya perkebunan tembakau oleh pemerintahan kolonial Belanda, didirikan
sebuah stasiun kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil
perkebunan tersebut dengan nama Stasiun Kereta Api “Bamdar Chalifah”. Nama
tersebut hingga kini masih digunakan oleh pihak perkeretaapian di Sumatera Utara.

Seiring dengan luasnya wilayah Kampung Tembung pada masa itu, yaitu
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pada tahun 1952 setelah Indonesia merdeka, maka dilakukan pemekaran wilayah
dan salah satu hasil pemekaran tersebut adalah Kampung Bandar Klippa “Kebun”.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 1953, Kampung Bandar Klippa resmi memiliki
pemerintahan sendiri dengan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Seiring
dengan perkembangan sistem pemerintahan desa di Indonesia, istilah Kepala
Kampung kemudia berubah menjadi Kepala Desa.

Dalam perkembangannya, Desa Bandar Klippa menjadi desa penyangga Kota
Medan dengan berjarak 7 km dari pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Sumatera
Utara. Selain itu, pusat pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan juga berada dalam
wilayah Desa Bandar Klippa, sehingga desa ini memiliki posisi strategis dalam
aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sejak beridiri hingga saat ini, Desa Bandar Klippa telah dipimpin oleh beberapa
kepala desa, antara lain Tirto Redjo (1953-1967), Suparjo J (1967-1969), Sastro
Winangun (1969-1984), H. Nurman (1984-2002), M. Kamaluddin (2002- 2008), dan
saat ini dipimpin oleh Suripno, S.H.,M.H.

Secara administratif, Desa Bandar Klippa merupakan salah satu dari 18 desa dan
2 kelurahan yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Desa ini berada pada
ketinggian + 20 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar
antara 24 °C hingga 32 °C sera curah hujan rata-rata sekitar 1.700 mm per tahun.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bandar Klippa adalah sebagai berikut:

e Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolam dan Desa Bandar Setia

e Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Rotan, Desa Tembung, dan

Desa Sambirejo Timur
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e Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Amplas dan Kota Medan

e Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembung dan Desa Bandar Khalifah

Secara kelembagaan, pemerintahan Desa Bandar Klippa dipimpin oleh seorang
Kepala Desa, yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan,
Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Bendahara Desa, serta 20
Kepala Dusun. Selain itu, terdapat juga lembaga desa seperti Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK, Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM), serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang turut mendukung jalannya
pemerintahan desa.

Berdasarkan data akhir tahun 2025, jumlah penduduk Desa Bandar Klippa
tercatat sebanyak 35.795 jiwa yang terdiri dari 17.332 laki-laki dan 18.463
perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 7.360 KK serta tingkat
kepadatan penduduk sekitar 600 jiwa per km?2,

Dari segi agama, mayoritas penduduk memeluk agama Islam, disusul oleh
pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keberagaman agama ini
menunjukkan bahwa Desa Bandar Klippa merupakan wilayah yang heterogen
secara sosial dan religius.

Dari aspek mata pencaharian, masyarakat Desa Bandar Klippa memiliki latar
belakang pekerjaan yang beragam, antara lain sebagai pegawai negeri sipil, anggota
TNI dan POLRI, karyawan perusahaan swasta maupun pemerintah, pengusaha

kecil dan menegah, pedagang, petani, serta berbagai profesi lainnya.
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Dominasi sektor usaha kecil dan menengah serta karyawan swasta menunjukkan

karakteristik desa yang berkembang dan berada di kawasan penyangga perkotaan.

3.9.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Bandar Klippa

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perangkat Desa Bandar Klippa

KEPALA DESA
BPD SURIPNO. SH LKMD
SEKRETARIS
SARING
KAUR PEMERINTAHAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM KAUR KESRA
ZULMAWARNI DENNY PRADANA FANNY FADILLAH, S.Pd BUDI SUTIKNO, SHI
KADUS 1 KADUS 11 KADUS 11 KADUS IV KADUS ¥
ARIANTO SARMADIONO SUTRISNO SISWANTO RIANSYAH
KADUS VI KADUS VII KADUS VIII KADUS IX KADUS X
DASRIZAL TRI PURWANTO EKA SYAHPUTRA . MHD GUNAWAN
KADUS XI KADUS XII KADUS XII KADUS XIV KADUS XV
JHONO SANTOSO SAHARUDDIN HARDIANSYAH AGUS TRIADI MHD ASNAWI
KADUS XVI KADUS XVl KADUS XVIII KADUS XIX KADUS XX
LOKOT M SIMATUPANG SUPRIANTO SALIDIN MAHA MHD HANAFI MAHONI

Sumber: Dokumen umum imternal struktur perangkat desa Bandar Klippa, 2025.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui proses
pengumpulan data di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara
langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian
mengenai hambatan komunikasi organisasi perangkat desa dalam mewujudkan
pelayanan administrasi yang efektif di Desa Bandar Klippa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan keualitatif dengan metode deskriptif,
sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian atau narasi berdasarkan
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti
dilapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari unsur internal
pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staff pelayanan
administrasi, serta unsur eksternal yaitu masyarakat yang pernah menerima
pelayanan administrasi di Kantor Desa Bandar Klippa.

Melalui wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh berbagai informasi
terkait proses komunikasi organisasi yang terjadi di lingkungan perangkat desa,
hambatan-hambatan komunikasi yang muncul, serta dampaknya terhadap
pelayanan administrasi kepada masyarakat. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif atau dinarasikan berdasarkan kategorisasi yang
sudah disusun sebelumnya untuk memberikan gambaran mengenai kondisi

komunikasi organisasi dalam pelayanan administrasi desa.

30
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4.1.1. Hambatan Komunikasi Organisasi Perangkat Desa Bandar Klippa
1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural dalam komunikasi organisasi berkaitan dengan
prosedur yang tidak jelas, pembagian tugas yang tumpang tindih, dan alur
wewenang yang berpotensi menghambat kelancaran arus informasi di dalam
organisasi. Struktur yang terlalu kaku, pembagian kerja yang tidak jelas, serta
hierarki yang menimbulkan jarak dapat menyebabkan informasi terlambat diterima
atau bahkan terdistrosi sehingga memengaruhi kualitas pelayanan. (Azaini, 2004)
menegaskan bahwa untuk menciptakan administrasi yang efektif harus diawali
dengan pengurangan hambatan yang bersumber dari struktur formal maupun
hubungan antarjabatan.

Di Desa Bandar Klippa, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum
struktur organisasi dan alur komunikasi formal sudah tersusun cukup jelas. Hal ini
terlinat dengan adanya kejelasan tugas dan fungsi (tupoksi) dan distribusi
wewenang sudah tertata dengan baik, sehingga potensi tumpang tindih tugas dan
miskomunikasi akibat ketidakjelassan peran dapat diminimalisir.

“Kalau alur komunikasi kita biasanya sesuai dengan tupoksi

masing-masing perangkat, jadi kita sering adakan rapat evaluasi.”

(Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suripno Kepala Desa

Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Februari 2026).

Pernyataan ini diperkuat oleh Sekretaris Desa ynag menjelaskan:

“Kita ada tupoksinya masing-masing, ada kaur umum, kaur

pelayanan, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan semua itu

ada tupoksinya masing-masing dan itu sudah mendukung kantor

desa ini dalam melakukan pelayanan.” (Hasil wawancara dengan
Bapak Saring, Sekretaris Desa Bandar Klippa, Februari 2026).
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Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan struktual dalam bentuk
ketidakjelasan prosedur dan pembagian kerja relatif kecil, karena perangkat desa
telah memahami perannya masing-masing dan alur komunikasi vertikal maupun
horizonatl berjalan melalui rapat dan koordinasi rutin.

Namun demikian, terdapat indikator yang perlu dicermati yaitu terkait
pengaruh perbedaan jebatan terhadap keterbukaan komunikasi. Meskipun tidak
menjadi penghambat substansial, rasa sungkan yang ada ini mencerminkan apa
yang disebut Kreitner dan Kinicki (2014) dalam (Siregar et al., 2021) sebagai
hambatan personal, khususnya variasi dalam kepercayaan antarpribadi.

“Rasa sungkan sudah pasti ada, apalagi perbedaan usia dan

jabatan. Cuma saja disini kita dibuat senyaman mungkin, dan

diperlakukan seperti keluarga. Dan untuk komunikasi tetap lancar

saja.” (Hasil wawancara dengan saudari Fanny Fadillah, Staff

Pelayanan Kantor Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal tidak ada hambatan
struktual yang signifikan, terdapat hambatan yang tersirat berupa rasa sungkan yang
dirasakan oleh perangkat desa yang lebih muda terhadap atasan atau yang lebih
senior. Walau demikian, hambatan ini mampu diminimalisir melalui pendekatan
kekeluargaan dan budaya kerja yang inklusif yang dibangun di lingkungan kantor
desa.

“Kita selalu terbuka, dan setiap hari Selasa kita adakan rapat

antar Kaur, Sekretaris dan Kepala Desa. Jadi tidak ada yang

ditutup-rutupi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Saring,

Sekretaris Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan struktual di Desa
Bandar Klippa tidak muncul dalam bentuk prosedur yang kacau atau alur

komunikasi yang tidak jelas, tetapi lebih berupa hambatan tersirat dalam relasi

hierarkis yang masih dapat diminimalisir melalui ikim kerja yang egalier. Hal ini
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menunjukkan bahwa secara struktual, organisasi desa relatif mendukung
terwujudnya pelayanan administrasi yang efektif, meskipun tetap perlu menjaga
agar rasa sungkan tidak menghambat keberanian staff menyampaikan informasi
penting maupun usulan perbaikan pelayanan.

2. Hambatan Teknis

Hambatan teknis mengacu pada keterbatasan fasilitas, media komunikasi,
serta teknologi pendukung yang mengganggu proses penyampaian dan penerimaan
pesan, misalnya jaringan internet yang tidak stabil atau peralatan kerja yang tidak
memadai (Missa et al., 2013). Di Desa Bandar Klippa, sebagian besar narasumber
internal menilai bahwa fasilitas dasar seperti komputer, telepon genggam, dan
jaringan internet pada dasarnya sudah tersedia dan cukup membantu komunikasi
antarperangkat.

“Untuk saat ini sudah cukup, artinya teknologi yang ada tidak
menjadi kendala ataupun hambatan antarperangkat desa dalam
bekerja.” (Hasil wawancara dengan Bapak Suripno, Kepala Desa
Bandar Klippa, Februari 2026).

“Mengenai peralatan semua sudah cukup, hanya tinggal
bagaimana individunya dalam menggunakan dan menyampaikan
informasi itu saja.” (Hasil wawancara dengan Bapak Saring,
Sekretaris Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Hal ini berkolerasi dengan teori Kreirner dan Kinicki (2014) tentang
variabel kemampuan dalam komunikasi secara efektif, yang mencakup kemampuan
memakai referensi kosakata dan keahlian dalam membuat orang lain tertarik untuk
berkomunikasi. Artinya, penguasaan teknis perangkat desa terhadap teknologi dan

kemampuan mengkomunikasikan informasi secara efektif menjadi faktor yang

lebih menentukan daripada sekedar kelengkapan fasilitas fisik.
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Meskipun demikian, setelah digali lebih dalam beberapa staff
mengungkapkan adanya kendala teknis tertentu. Misalnya saat banyak perangkat
secara bersamaan mengakses wifi desa maka koneksi menjadi lambat sehingga
memperlambat proses penginputan data dan pengurusan dokumen administrasi.
Kendala teknis ini mengakibatkan penumpukkan pekerjaan dalam waktu tertentu
dan berpotensi menunda penyelesaian pelayanan yang seharusnya dapat
diselesaikan lebih cepat.

“Sekarangkan kita ada wi-fi ya, kalau banyak yang makai wi-fi ini

ya pasti jaringannya jadi lelet. Tapi juga itu bukan hambatan

yvang berarti, karena juga akan ditambah lagi fasilitasnya.”

(Hasil wawancara dengan saudara Deni Pradana, Staff
Administrasi Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Sekretaris Desa juga menyebutkan bahwa Desa Bandar Klippa belum
terintegrasi dalam sitem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
dimana sistem ini berfungsi agar pelayanan lebih cepat dan transparan. Hal ini
berdampak pada sejumlah pelayanan seperti dokumen kependudukan masih
dilakukan secara manual dan melalui beberapa tahapan yang lebih panjang.

“Fasilitas kita sudah mencukupi, hanya saja kita disini belum

dapat layanan PATEN dari Pemprov, jadi disitu pelayanan

pembuatan KK, surat pindah, surat mandat, pembuatan KTP

didalam satu loket saja agar proses lebih transparan dan cepat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Saring, Sekretaris Desa Bandar

Klippa, Februari 2026).

Kondisi tersebut sejalan dengan uraian (Pratiwi & Hasdiana, 2024) yang
menekankan perlunya pembaruan sistem informasi administrasi kependudukan di
Desa Bandar Klippa untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan peluan
kesalahan dalam proses pelayanan. Dengan kata lain, meskipun perangkat desa

berupaya memaksimalkan fasilitas yang ada, hambatan teknis berupa keterbatasan

jaringan, belum terintegrasinya sistem digital yang lebih modern, dan keterbatasan



35

jumlah peralatan masih berdampak pada kepastian waktu dan kecepatan pelayanan
administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hal ini memperkuat jawaban
terhadap rumusan masalah bahwa hambatan komunikasi organisasi pada aspek
teknis secara nyata mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi, karena
memperlambat proses kerja dan mengurangi kemampuan perangkat desa untuk
memberikan layanan yang cepat dan pasti kepada masyarakat.

3. Hambatan Semantik

Hambatan semantik berkaitan dengan perbedaan pemahaman terhadap
istilah, simbol, maupun bahasa yang digunakan dalam komunikasi, sehingga pesan
yang disampaikan tidak ditangkap sesuai dengan maksud pengirim (Siregar et al.,
2021). Dalam konteks desa, (Missa et al., 2013) menjelaskan bahwa hambatan
semantik sering muncul akibat perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan
kemampuan bahasa antara aparatur dengan masyarakat.

Di Desa Bandar Klippa, para narasumber dari perangkat desa mengakui
bahwa perbedaan pemahaman antarperangkat mengenai istilah administrasi relatif
kecil dan dapat dikoreksi melalui rapat maupun evaluasi berkala, sehingga tidaka
berkembang menjadi konfli yang serius. Sekretaris Desa menyatakan bahwa jika
terjadi salah paham antarperangkat, hal tersebut biasanya diselesaikan melalui
diskusi dalam forum evaluasi, sehingga makna istilah maupun prosedur dapat
disepakati kembali. Dengan demikian, hambatan semantik di tingkat internal lebih
banyak berupa sudut pandang yang dapat dikelola melalui komunikasi interpersonal

ynag terbuka.
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“Salah paham pasti ada, tapi biasanya kita pasti koreksi dan juga
kita ada evaluasi ya, disitu kita koreksi dan perbaikan.” (Hasil
wawancara dengan Bapak Saring, Sekretaris Desa Bandar Klippa,
Februari 2026).

Sebaliknya, hambatan semantik justru lebih sering dirasakan dalam

interaksi dengan masyarakat. Beberapa staff pelayanan menuturkan bahwa
masyarakat kerap datang ke kantor desa dengan membawa informasi yang tidak
tepat dari sumber luar, misalnya terkait program bantuan, sehingga menimbulkan
ekspetasi yang tidak sesuai dengan kewenangan desa.

“Kalau antarperangkat sih tidak ada salah paham, kita selama
bekerja saling mengerti apa yang disampaikan. Cuma ke
masyarakat aja cukup sering terjadi salah paham, masyarakat

sering nerima informasi dari luar kantor desa padahal
informasinya tidak benar.” (Hasil wawancara dengan saudari
Fanny Fadillah, Staff Administrasi Desa Bandar Klippa, Februari
2026).

Selain itu, perbedaan format surat antar desa juga memicu salah paham,

ketika warga mempertanyakan mengapa bentuk surat dari Desa Bandar Klippa
berbeda dengan desa lain padahal masing-masing desa memiliki aturan administrasi
sendiri.
“Biasanya komplain dan salah paham aja, misalnya bentuk surat
di desa kita ini berbeda dengan desa sebelah, kadang ada aja
masyarakat yang mempermasalahkan itu, kenapa suratnya
berbeda padahal memang tiap desa beda-beda ketentuannya.
Tapi ya sudah kita jelaskan.” (Hasil wawancara dengan saudara
Deni Pradana, Staff Administrasi Desa Bandar Klippa, Februari
2026).
Untuk mengatasi hambatan tersebut, perangkat desa berupaya
menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan bahasa sehari-hari masyarakat,
menyampaikan informasi secara perlahan, dan bersedia mengulang penjelasan

hingga warga benar-benar memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku.

“Kalau ke masyarakat kita harus menyesuaikan dengan bahasa
sehari-hari mereka. Kita harus menggunakan bahasa yang
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mudah dicerna masyarakat, karena masyarakat SDM-nya itu
berbeda-beda, yang terpenting kita itu sopan dan santun dan
melihat kondisi masyarakatnya.” (Hasil wawancara dengan
Bapak Saring, Sekretaris Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Strategi ini selaras dengan anjuran (Siregar et al., 2021) bahwa pengirim
pesan harus memastikan informasi dikemas secara lugas dan mudah dicerna,
sementara penerima perlu diberikan kesempatan untuk menafsirkan dan
mengonfirmasi pemahaman mereka terhadap pesan. Dengan demikian, hambatan
semantik di Desa Bandar Klippa terutama terkait dengan perbedaan tingkat
pendidikan dan paparan infromasi masyarakat, yang menuntut kemampuan
perangkat desa dalam menyederhanakan bahasa birokrasi ke dalam istilah yang
lebih komunikatif.

Secara keseluruhan, hambatan semantik di Desa Bandar Klippa terutama
disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan dan literasi administrasi masyarakat,
bukan karena kerumitan bahasa birokrasi semata. Hal ini berimplikasi langsung
pada efektivitas pelayanan, dimana prosedur yang sebenarnya sederhana menjadi
tampak rumit bagi warga, dan proses pelayanan memerlukan waktu lebih lama
karena petugas harus memberikan penjelasan berulang dan meluruskan informasi
yang keliru.

4. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis berkaitan dengan kondisi emosional, rasa takut,
sungkan, rendahnya motivasi, maupun konflik personal yang dapat mengganggu
kelancaran komunikasi (Missa et al., 2013). Di lingkungan internal perangkat desa,

sebagian staff mengakui adanya rasa sungkan terhadap atasan atau rekan kerja yang

lebih senior, namun mereka menilai bahwa suasana kerja yang terbangun
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cenderung kekeluargaan sehingga rasa sungkan tersebut tidak berkembang menjadi
hambatan yang serius.

“Sungkan itu hal biasa ya, apalagi perbedaan usia atau jabatan.

Cuma disini kita dibuat senyaman mungkin, dan seperti keluarga

saja.” (Hasil wawancara dengan saudari Fanny Fadillah, Staff

Administrasi Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Hal ini sejalan dengan penegasan mengenai bahwa konflik pribadi jarang
muncul dan apabila ada masalah diluar pekerjaan hal itu tidak dibawa ke dalam
pelayanan sehingga profesionalisme tetap terjaga.

“Sungkan sudah pasti ada, tapi sekedar saja. Disini kita semua

dianggap seperti keluarga, tidak ada sampai dimarah-marahi
begitu. Dan kalau ada masalah pribadi kita gak bawa ke kerjaan,
kita harus tetap profesional.” (Hasil wawancara dengan saudara
Deni Pradana, Staff Administrasi Desa Bandar Klippa, Februari
2026).

Hambatan psikologis lebih banyak dirasakan saat perangkat desa
berhadapan dengan masyarakat yang datang dengan kondisi emosional tertentu,
misanya ketika mengurus dokumen yang dianggap mendesak atau merasa telah
menerima informasi berbeda dari sumber lain. Beberapa staff menceritakan bahwa
masyarakat kadang menilai prosedur yang dijalankan sebagai bentuk mempersulit,
padahal hambatan utamanya terletak pada berkas yang belum lengkap atau
persyaratan yang belum dipenuhi. Dalam situasi seperti ini, perangkat desa harus
mengelola emosi dan meningkatkan kesabaran agar komunikasi tetap berjalan
secara konstruktif, sesuai dengan pandangan (Harahap.M.D. & Rudianto.R.,
2021) bahwa komunikasi yang baik dapat meminimalkan konflik organisasi.

“Masyarakat ini beragam ya, kadang ada masyarakat yang kurang

bisa memahami, sudah kita kasih pengertian mereka tidak ngerti-

ngerti, jadi bolak-balik pengarahan, tapi masyarakat itu malah
mikirnya kita mempersulit, padahal tidak
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sesuai prosedur, berkasnya beliau yang tidak lengkap. Jadi ya
sudah, kita kasih penjelasan lagi, kita kasih pengertian,
bahwasanya memang sudah prosedurnya seperti itu, dan kita ini
hanya perantara saja untuk menyampaikan informasi.” (Hasil
wawancara dengan Bapak Zulmawarni, Staff Administrasi Desa
Bandar Klippa, Februari 2026).

Hal ini menunjukkan, bahwa hambatan psikologis di Desa Bandar Klippa
dapat dikatakan relatif kecil di tingkat internal organisasi, tetapi menjadi tantangan
tersendiri dalam interaksi dengan warga yang memiliki latar belakang, pengalaman,
dan harapan yang beragam terhadap pelayanan administrasi. Kondisi ini menuntut
kompetensi komunikasi interpersonal yang kuat dari perangkat desa agar tetap
mampu menjaga suasana pelayanan yang ramah dan solutif.

Dengan demikian, hambatan psikologis di Desa Bandar Klippa dapat
dikatakan relatif kecil pada hubungan internal perangkat desa, tetapi menjadi
tantangan tersendiri dalam interaksi dengan warga. Kondisi ini menegaskan
pentingnya kompetensi komunikasi interpersonal, empati, dan pengelolaan emosi
bagi perangkat desa demi menjaga kualitas pelayanan administrasi yang efektif.
4.1.2. Pelayanan Administrasi Efektif di Desa Bandar Klippa

1. Kesederhanaan dan Kejelasan Prosedur

Pelayanan administrasi desa merupakan mekanisme pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan serta menjamin hak-hak warga, khususnya dalam pembuatan
dokumen kependudukan dan surat-surat keterangan. (Hudaya et al., 2022)
menjelaskan bahwa pelayanan administrasi desa sangat ditentukan oleh kejelasan
prosedur, kemudahan persyaratan, dan kemampuan petugas menjelaskan alur

pelayanan kepada masyarakat.
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Dalam ranah komunikasi organisasi, (Kartini et al, 2024) menjelaskan
bahwa komunikasi formal dan informal dalam lembaga publik harus mendukung
kepentingan kolektif dan tanggung jawab pelayanan, sehingga pesan mengenai
prosedur tidak terdistorsi dan tetap konsisten lini.

Setelah melakukan penelitian dengan masyarakat yang pernah menerima
pelayanan administrasi di kantor desa Bandar Klippa, ditemukan temuan bahwa
menurut masyarakat prosedur yang ada dinilai cukup jelas dan tidak berbelit-belit.

“Yang saya alami ya mereka berkomunikasi dengan saya sudah

sesuai dengan apa yang saya harapkan, tidak berbelit-belit dan
juga mereka sudah sabar menjelaskan prosedurnya dengan
jelas.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ari Lesmana,
Masyarakat, Februari 2026).

Temuan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang
menjelaskan mengenai strategi penyampaian yang sesuai agar masyarakat bisa
dapat mudah memahami apa yang disampaikan para perangkat desa:

“Kalau ke antarperangkat ya kita gunakan bahasa yang seperti

biasa saja, dan kalau ke masyarakat kita harus menyesuaikan
dengan bahasa sehari-hari mereka. Kita harus menggunakan
bahasa yang mudah dicerna masyarakat, karena masyarakat

SDM-nya itu berbeda-beda.” (Hasil wawancara dengan Bapak

Saring, Sekretaris Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Penemuan ini mencerminkan keberhasilan komunikasi sebagai instrumen
koordinasi dan pengurangan ketidakpastian (uncertainty reduction) dalam
pelayanan administrasi. Prosedur yang sederhana di atas kertas belum tentu
sederhana di benak warga, prosedur baru menjadi sederhana ketika kompetensi
komunikasi aparatur desa terbukti menjadi faktor kunci yang membantu

mewujudkan indikator kesederhanaan dan kejelasan pelayanan administrasi di Desa

Bandar Klippa.
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2. Kepastian Waktu dan Akurasi

Kepastian waktu menggambarkan seberapa jauh organisasi pelayanan
mampu memenuhi janji jangka waktu penyelesaian layanan sebagaimana tercantum
dalam standar pelayanan. (Marwiyah, 2020) memasukkan “jangka waktu
penyelesaian” sebagai salah satu dari 14 komponen wajib standar pelayanan publik,
sementara (Nursifa & Asria, 2025) menempatkan kecepatan dan ketepatan waktu
sebagai indikator utama efektivitas layanan.

Dalam komunikasi organisasi, kepastian waktu terkait dengan manajemen
ekspetasi: bagaimana informasi tentang estimasi waktu disampaikan,
dinegosiasikan, dan dikonfirmasi kembali kepada masyarakat, sehingga
mengurangi potensi kekecewaan dan konflik.

Dalam hal ini, perangkat desa Bandar Klippa mengakui bahwa kesiapan
fasilitas dan beban kerja mempengaruhi kelancaran waktu pelayanan. Hal ini
disampaikan oleh Deni Pradana pada wawancaranya:

“Fasilitas dan jaringan kadang menghambat pelayanan. Jadi

kadang numpuk tugas-tugas, jadi lelet. Mungkin bisa ada

penambahan fasilitas, komputer dan staff nya. Jadi tidak hanya

satu yang mengerjakan, atau saling tunggu, jadi bisa lebih cepat

juga selesai berkas-berkasnya.” (Hasil wawancara dengan saudara

Deni Pradana, Staff Administrasi Desa Bandar Klippa, Februari

2026).

Hal ini juga diperkuat oleh Zulmawarni yang menyampaikan bahwa pada
saat-saat tertentu sering terjadi pelonjokan tamu:

“Terkadang kita ada beberapa masalah, seperti tidak terdatanya

laporan karena datangnya masyarakat yang berbarengan, jadi

suka kerepotan kalau sudah ramai.” (Hasil wawancara dengan

Bapak Zulmawarni, Staff Administrasi Desa Bandar Klippa,
Februari 2026).
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Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada masyarakat. Beberapa dari
masyarakat memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa masyarakat
harus menunggu untuk waktu yang belum pasti ketika ingin mendapatkan
pelayanan administrasi.

“Kadang kalau kita masyarakat datang ke kantor desa, harus

menunggu sampai waktu yang kita belum tau kapan. Karena kan
perangkat desa juga banyak ya pekerjaanya, jadi mau tidak mau
harus sabar menunggu.” (Hasil wawancara dengan Bapak
Sulianto, Masyarakat, Februari 2026).

“Ya paling jam kerja mereka, mereka juga tidak selalu ada di
kantor desa, banyak yang diurus oleh mereka, jadi kadang
memang agak membutuhkan waktu saja.” (Hasil wawancara
dengan Bapak Hermansyah, Masyarakat, Februari 2026).

Secara teoritis, keterlambatan penyelesaian layanan merupakan
konsekuensi dari hambatan teknis dan manajerial yang sebelumnya diidentifikasi,
seperti jaringan internet yang lambat dan belum optimalnya sistem pelayanan
terpadu (PATEN). Namun dari perspektif komunikasi, persoalan utama bukan
hanya lamanya proses, melainkan bagaimana informasi mengenai waktu itu
dikomunikasikan kepada masyarakat, apakah secara transparan, jujur, dan dengan
alasan yang dapat diterima.

Dalam ilmu komunikasi, proses ini terkait dengan manajemen kesan
(impression management) dan pembentukan kepercayaan (trust building). Ketika
petugas secara terbuka menjelaskan situasi, misalnya dengan alasan perlunya
menunggu karena beban kerja tinggi dan tetap memberikan sikap ramah, masyarakat
cenderung lebih menerima keterlambatan sebagai hambatan struktural, bukan
sebagai bentuk kesengajaan mempersulit.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa meskipun kepastian waktu belum

sepenuhnya terpenuhi, kualitas komunikasi interpersonal yang baik (ramah,



43

sabar, komunikatif) membantu menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga
indikator kepuasan publik terhadap pelayanan masih tergolong cukup baik.
3. Kelengkapan Sarana dan Kemudahan Akses

Standar pelayanan publik mensyaratkan adanya “sarana, prasarana dan/atau
fasilitas” yang memadai untuk mendukung proses pelayanan, termasuk peralatan
bagi kelompok rentan. Dari sudut komunikasi organisasi, sarana fisik dan teknologi
berfungsi sebagai medium bagi pesan. Baik dalam bentuk dokumen tertulis, sistem
informasi, maupun interaksi tatap muka di ruang pelayanan.

Kelengkpan sarana berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi: ruang
pelayanan yang sempit atau tidak tertata dapat menimbulkan kebisingan, antrean
tidak jelas, dan menggangu konsentrasi, yang dalam teori dikategorikan sebagai
hambatan fisik.

Perangkat desa menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia sudah cukup
menunjang aktivitas pelayanan yang ada, namun tetap diperlukan beberapa
perhatian untuk sarana yang ada.

“Mungkin bisa ada penambahan fasilitas, komputer dan staff-nya.

Jadi tidak hanya satu yang mengerjakan, atau saling tunggu, jadi
bisa lebih cepat juga selesai berkas-berkasnya.” (Hasil
wawancara dengan saudara Deni Pradana, Staff Administrasi Desa
Bandar Klippa, Februari 2026).

Selain itu jika dilihat dari sisi akses fisik seorang narasumber yang pernah
KKN di Desa Bandar Klippa juga merasakan kendala dilokasi, dan juga ada
masyarakat yang kemudian memberikan saran mengenai tata ruang kantor.

“Kantornya ini kan masuk-masuk gang, jadi kita mahasiswa KKN

apalagi yang belum pernah ke desa ini jadi merasa agak bingung

dengan rutenya.” (Hasil wawancara dengan saudara M.Adlil,
Masyarakat, Februari 2026).
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“Dari segi kantornya saja ya, mungkin ruangannya bisa lebih
tertata dan lebih tertib, tidak menumpuk di situ orang ngantri di
situ juga ada proses melayani masyarakar. ”(Hasil wawancara
dengan Bapak Ari Lesmana, Masyarakat, Februari 2026).
Berdasarkan temuan tersebut maka kelengkapan saran di Desa Bandar
Klippa secara umum sudah mendukung proses komunikasi dan pelayanan, namun
belum ideal untuk tuntutan digitalisasi dan tingginya beban kerja. Dari perspektif
ilmu komunikasi, kondisi ruang dan fasilitas ini mempengaruhi kualitas saluran
(channel) komunikasi, dimana ruang yang penuh dan antrean yang bercampur
dapat meningkatkan kebisingan (noise) fisik, mengurangi privasi saat warga
menjelaskan masalah, dan berpotensi menimbulkan salah dengar atau salah paham.
Dengan demikian, perbaikan penataan ruang, penambahan perangkat, dan
peningkatan akses fisik ke kantor desa tidak hanya berdampak pada aspek
administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi tatap muka yang
menjadi inti pelayanan administrasi di tingkat desa. Medium yang baik akan
menurunkan hambatan komunikasi dan mendukung terwujudnya pelayanan yang
lebih efektif.
4. Kedisiplinan, Tanggung Jawab, dan Keramahan
Dalam kajian pelayanan administrasi, kedisiplinan dan tanggung jawab
aparatur memperngaruhi konsistensi pelaksanaan standar pelayanan, sementara
keramahan berhubungan dengan dimensi afektif pelayanan publik. (Hudaya et al.,
2022) menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi desa dinilai dari cara

petugas berinteraksi dengan warga, responsivitas terhadap keluhan, dan

kemampuan menjaga etika pelayanan.
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Dalam perspektif komunikasi organisasi (Sari & Basit, 2018) menyebut
komunikasi sebagai alat pembentuk loyalitas, motivasi, serta kedekatan emosional
antar pegawai dan antara organisasi dengan masyarakat. Sikap ramah dan tanggung
jawab mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menanamkan nilai- nilai
komunikasi humanis ke dalam perilaku pelayanan.

Kepala Desa menyebutkan dalam wawancaranya bahwasannya pelayanan
yang ada dikantor desa sudah cukup baik dimana hal ini terlihat dari minimnya
komplain:

“Kalau untuk ukuran umum ya sudah cukup baik, bisa dilihat dari
indikator minimnya laporan ketidakpuasan masyarakat,
komplain dan lain-lain.” (Hasil wawancara dengan Bapak
Suripno, Kepala Desa Bandar Klippa, Februari 2026).

Hal ini kemudian diperkuat oleh Sekretaris Desa, Saring dalam

wawancaranya dimana ia menekankan bahwa sebagai pelayan masyarakat mereka
memiliki tanggung jawab moral.

“Sebagai perangkat desa, kita punya jam kerja 24 jam. Ya memang
pelayanan di kantor itu hanya 8 jam, tapi tanggung jawab itu 24
ja,. Kita harus siap untuk selalu melayani masyarakat.” (Hasil
wawancara dengan Bapak Saring, Sekretaris Desa Bandar Klippa,
Februari 2026).

Setelah ditelusuri lebih dalam, penemuan ini dikuatkan oleh perkataan

seluruh masyarakat sebagai narasumber yang memberikan penilaian positif
terhadap kedisiplinan dan keramahan perangkat desa.

“Responnya bagus semua, perangkat desa melayani masyarakat
dengan bahasa yang baik, tidak mempersulit.” (Hasil wawancara
dengan Bapak Sulianto, Masyarakat, Februari 2026). “Saya
pribadi merasa pelayanan baik ya, sesuai prosedur juga mereka
menjelaskan kepada kita masyarakat, mereka juga tidak pernah
mempersulit.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah,
Masyarakat, Februari 2026).
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“Ramah...Tidak ada itu namanya tidak dilayani, mereka ramah
dan mau menjelaskan dengan sabar.” (Hasil wawancara dengan
Bapak Fianto Surya, Masyarakat, Februari 2026).

“Ramah semua, terlebih ibu-ibunya. Kita mahasiswa KKN jadi
nyaman karena merasa diterima dengan baik, tidak ada yang
cuek.” (Hasil wawancara dengan Saudara M.Adlil, Masyarakat,
Februari 2026).

Secara teoretis, komunikasi organisasi yang efektif akan membentuk
budaya pelayanan yang menekankan nilai “melayani dengan ikhlas” dan tanggung
jawab berkelanjutan. Pernyataan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan
bahwa nilai-nilai ini dikomunikasikan secara internal melalui rapat, evaluasi, dan
interaksi sehari-hari, sehingga termanifestasi dalam sikap ramah dan kesediaan
mendengarkan keluhan masyarakat.

Dalam ilmu komunikasi, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep komunikasi
sebagai media pembentukan budaya organisasi (organizational culture). Nilai
keramahan, kesabaran, dan tanggung jawab direproduksi melalui simbol, slogan,
dan praktik komunikasi, lalu diamati dan diinternalisasi oleh staf baru maupun
lama. Hasilnya, masyarakat memersepsikan pelayanan sebagai “tidak dipersulit”
dan “membantu sekali”, meskipun di sisi lain masih terdapat hambatan teknis dan
keterbatasan waktu.

Dengan demikian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keramahan di Desa
Bandar Klippa menunjukkan bahwa komunikasi organisasi yang sehat mampu
memperkuat dimensi afektif pelayanan, menjaga kepuasan masyarakat, dan

menjadi penyeimbang terhadap hambatan teknis dan struktural yang belum

sepenuhnya terselesaikan.
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5. Kenyamanan Pelayanan

Dalam standar pelayanan, aspek kenyamanan berkaitan dengan kondisi
lingkungan pelayanan yang tertib, bersih, dan mendukung interaksi yang kondusif
antara petugas dan pengguna layanan. Dari sudut ilmu komunikasi, kenyamanan
fisik dan psikologis akan menurunkan hambatan komunikasi (noise) dan
meningkatkan keterbukaan serta kualitas dialog.

(Hudaya et al., 2022) menyebut bahwa kenyamanan ruang, kemudahan
antrean, dan sikap petugas menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas
pelayanan administrasi desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa sebagian
masyarakat menilai kenyamanan komunikasi sudah baik, namun memberikan
masukan terkait dengan pengaturan ruang. Seperti yang dikatakan oleh Ari
Lesmana:

“Kalau saran saya sih dari segi kantornya saja, jadi ruangannya

bisa lebih tertata dan lebih tertib, tidak menumpuk di situ orang

ngantri di situ juga ada proses melayani masyarakat.” (Hasil

wawancara dengan Bapak Ari Lesmana, Masyarakat, Februari

2026).

Mahasiswa KKN juga menyoroti aspek jarak dan sedikit keterlambatan saat
jam sibuk:

“Sejauh ini yang paling saya rasakan hanya kendala di jarak,

karena kantornya ini kan masuk-masuk gang...Dan saya merasa

kadang juga kurang responsif karena mungkin lagi jam sibuk, tapi

kita tetap dilayani sih, hanya saja disuruh menunggu dulu.” (Hasil

wawancara denga Saudara M.Adlil, Masyarakat, Februari 2026).

Kenyamanan di Desa Bandar Klippa terbentuk terutama dari kualitas

komunikasi interpersonal (ramah, santun, sabar), sementara kenyamanan fisik

ruang masih memerlukan perbaikan. Dalam perspektif komunikasi, ruang
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pelayanan yang kurang tertata dapat menjadi hambatan fisik yang mengganggu
proses encoding dan decoding pesan, misalnya warga sulit fokus karena suasana
terlalu ramai atau antrean tidak jelas.

Namun, sikap petugas yang komunikatif dan suportif mampu mengurangi
dampak negatif hambatan ini terhadap persepsi kenyamanan. Artinya, dimensi
komunikasi (verbal dan nonverbal) berperan sebagai faktor kompensatoris yang
menjaga kenyamanan psikologis warga meskipun kondisi fisik belum ideal.
Perbaikan tata ruang dan akses akan semakin memperkuat fungsi komunikasi ini,
menjadikan pelayanan administrasi desa lebih kondusif dan efektif.

Dari keseluruhan data hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan
komunikasi organisasi di Kantor Desa Bandar Klippa terutama yang muncul pada
aspek teknis dan semantik memengaruhi proses pelayanan administrasi yang
efektif. Baik dalam aspek kecepatan, kepastian waktu, dan intensitas klarifkasi
dalam pelayanan administrasi dapat dibantu dengan sikap perangkat desa yang
komunikatif, ramah, dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pelayanan yang
efektif sebagian besar dapat tercapai meskipun masih memerlukan perbaikan pada
sarana dan sistem pelayanan.

4.2. Pembahasan
Berdasarkan penyajian data hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
hambatan komunikasi organisasi pada perangkat Desa Bandar Klippa memang
nyata terjadi, terutama pada aspek teknis dan semantik, serta pada aspek psikologis
dalam interaksi dengan masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh

terhadap efektivitas pelayanan administrasi, khususnya pada
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kepastian waktu pelayanan, kelancaran alur proses, dan kebutuhan Klarifikasi
informasi yang berulang kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan
struktur komunikasi internal yang jelas, budaya kerja yang bersifat kekeluargaan,
serta sikap komunikatif dan responsif perangkat desa membuat berbagai hambatan
tersebut tidak sampai menurunkan kualitas pelayanan secara signifikan, sehingga
secara umum pelayanan administrasi di Desa Bandar Klippa tetap dapat dinilai
cukup efektif di mata masyarakat. Adapun pembahasan disusun berdasarkan dua
kategorisasi utama, yaitu hambatan komunikasi organisasi dan pelayanan

administrasi efektif.

4.2.2. Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi

A. Hambatan Struktural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur komunikasi di Kantor Desa Bandar
Klippa berjalan secara hierarkis dimulai dari Kepala Desa ke Sekretaris Desa,
kemudian turun ke masing-masing Kaur. Pola ini sejalan dengan konsep
komunikasi formal yang dikemukakan oleh (Kartini et al, 2024) bahwa komunikasi
formal disahkan secara eksplisit oleh struktur organisasi dengan tujuan mendukung
kepentingan kolektif lembaga. Kejelasan tupoksi yang disampaikan oleh seluruh
narasumber internal menunjukkan bahwa distribusi wewenang sudah tertata dengan
baik, sehingga potensi tumpang tindih tugas dan miskomunikasi akibat

ketidakjelasan peran dapat diminimalisir.

Namun demikian, temuan mengenai rasa sungkan diakui oleh Fanny Fadillah
dan Deni Pradana menjadi catatan penting. Meskipun tidak menjadi penghambat

substansial, rasa sungkan ini mencerminkan apa yang disebut Kreitner dan Kinicki
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(2014) dalam (Siregar et al., 2021) sebagai hambatan personal, khususnya variasi
dalam kepercayaan antarpribadi. Dalam konteks budaya Melayu dan hierarki
birokrasi desa, rasa sungkan terhadap pimpinan atau yang lebih senior merupaakn
fenomena yang alamiah. Yang menjadi kekuatan dari organisasi Desa Bandar
Klippa adalah mekanisme yang mampu mengimbangi hambatan tersebut, yakni
melalui pendekatan kekeluargaan, rapat rutin setiap hari Selasa, serta evaluasi
informal melalui obrolan santai antarperangkat. Mekanisme ini berfungsi sebagai
komunikasi informal yang menurut (Kartini et al, 2024) bersifat lebih fleksibel dan

dapat diterima berdasarkan norma sosial yang berlaku.

(Azaini, 2004) menekankan pentingnya mengurngi hambatan-hambatan
komunikasi untuk menciptakan kemandirian dan profesionalisme aparatur desa
dalam menjalankan administrasi yang efektif. Dalam hal ini, Kantor Desa Bandar
Klippa telah menunjukkan upaya yang memadai melalui perpaduan komunikasi
formal (rapat terstruktur) dan informal (pendekatan kekeluargaan), sehingga
hambatan struktual yang ada tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja

pelayanan.

B. Hambatan Teknis

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hambatan teknis di Kantor Desa
Bandar Klippa bersifat multidimensi dan tidak dapat disederhanakan hanya pada
persoalan ketersediaan peralatan. Ada empat aspek teknis yang teridentifikasi: (1)
koneksi internet yang belum stabil, (2) belum tersedianya sistem PATEN, (3)
keterbatasan kapasistas pengelolaan saat volume tinggi, dan (4) beredarnya

informasi hoaks di masyarakat.
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Pernyataan Sekretaris Desa Saring bahwa keterbatasan bukan pada peralatan
melainkan pada individu dalam menggunakan dan menyampaikan informasi
merupakan temuan yang signifikan. Hal ini berkolerasi dengan teori Kreirner dan
Kinicki (2014) tentang variabel kemampuan dalam komunikasi secara efektif, yang
mencakup kemampuan memakai referensi kosakata dan keahlian dalam membuat
orang lain tertarik untuk berkomunikasi. Artinya, penguasaan teknis perangkat desa
terhadap teknologi dan kemampuan mengkomunikasikan informasi secara efektif

menjadi faktor yang lebih menentukan daripada sekedar kelengkapan fasilitas fisik.

Hambatan berupa beredarnya informasi tidak akurat dimasyarakat, seperti
informasi palsu mengenai bantuan BPJS gratis sebagaimana diungkapkan Fanny
Fadillah menambahkan beban kerja perangkat desa dan memerlukan upaya
Klarifikasi yang berulang. Fenomena ini mencerminkan hambatan semantis dalam
pengertian yang lebih luas, di mana makna pesan yang diterima masyarakat dari
sumber-sumber luar berbeda dengan realitas pelayanan yang sebenarnya. Kondisi
ini juga berkaitan dengan apa yang dikemukakan (Husni & Frinaldi, 2023) bahwa
miskomunikasi berpotensi menimbulkan tantangan signifikan dalam penyediaan

layanan publik.

C. Hambatan Semantik

Temuan yang paling menonjol dari dimensi hambatan semantik adalah adanya
asimetri pemahaman antara perangkat desa dan masyarakat. Di satu sisi,
komunikasi antarperangkat desa cenderung tidak mengalami hambatan semantik

yang berarti dimana seluruh narasumber internal menyatakan bahwa perbedaan
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pemahaman di antara sesama perangkat tergolong wajar dan dapat segera dikoreksi.
Di sisi lain, komunikasi dengan masyarakat masih kerap menghadapi kendala
pemaknaan, terutama terkait prosedur administratif, persyaratan berkas, dan

perbedaan format dokumen antardesa.

(Anshori, 2021) menjelaskan bahwa hambatan semantis umumnya terjadi pada
organisasi yang memiliki beragam budaya, di mana perbedaan latar belakang dapat
memengaruhi pola interaksi. Dalam konteks Desa Bandar Klippa yang memiliki
35.795 jiwa penduduk dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan pendidikan,
hambatan semantik ini menjadi sangat relevan. Masyarakat dengan tingkat SDM
yang beragam, sebagaimana diungkapkan oleh Suripno dan Saring memiliki

kapasitas pemahaman yang berbeda-beda terhadap istilah dan prosedur birokrasi.

Upaya penyesuaian bahasa yang dilakukan perangkat desa, yakni
menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dicerna dengan pendekatan sopan
dan santun, merupakan strategi yang tepat sesuai dengan teori (Siregar et al., 2021)
bahwa orang yang menyampaikan pesan harus memastikan informasi
disampaikan dengan cara yang lugas dan mudah dicerna oleh penerima. Respon
positif dari seluruh narasumber masyarakat yang menyatakan bahwa bahasa
perangkat desa mudah dipahami menunjukkan bahwa strategi adaptasi bahasa ini

cukup efektif.
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D. Hambatan Psikologis

Analisis terhadap hambatan psikologis menunjukkan bahwa Kantor Desa Bandar
Klippa berhasil menciptakan iklim kerja yang sehat secara emosional. Rasa sungkan
yang ditemukan bukan merupakan rasa takut yang bersifat disfungsional, melainkan
lebih berupa penghormatan yang wajar dalam budaya kerja Indonesia. Tidak
ditemukan indikasi adanya tekanan psikologis yang berdampak pada penurunan

motivasi kerja atau penghambat penyampaian pendapat.

Temuan bahwa konflik personal tidak pernah dibawa ke ranah pekerjaan
menunjukkan tingkat profesionalisme yang cukup tinggi di kalangan perangkat
desa. (Harahap.M.D. & Rudianto.R., 2021) menegaskan bahwa komunikasi yang
baik dapat membantu organisasi dalam meminimalkan konflik. Dalam hal ini,
budya kekeluargaan yang terbangun di Kantor Desa Bandar Klippa berfungsi

sebagai mekanisme pencegahan konflik sekaligus peredam hambatan psikologis.

Tantangan psikologis yang lebih nyata justru muncul dalam interaksi eksternal,
di mana perangkat desa harus menghadapi emosi dan reaksi masyarakat yang
beragam. Fanny Fadillah menggambarkan situasi di mana masyarakat kerap salah
mengartikan penjelasan yang diberikan, sehingga menuntut kesabaran ekstra dari
petugas pelayanan. Kondisi ini berkaitan dengan apa yang disebut (Sopiah, 2018)
sebagai fungsi komunikasi dalam ekspresi emosi, di mana setiap individu memiliki
kecenderungan untuk mengekspresikan perasaan yang berpengaruh terhadap

dinamika hubungan interpersonal.
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4.2.2. Analisis Pelayanan Administrasi yang Efektif
Berdasarkan seluruh hasil penelitian, pelayanan administrasi di Kantor Desa
Bandar Klippa secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat

beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan.

A. Aspek yang Sudah Berjalan Baik

Berdasarkan seluruh hasil wawancara dengan narasumber masyarakat, terdapat
beberapa indikator pelayanan yang sudah terpenuhi dengan baik. Pertama,
kesederhanaan dan kejelasan, dimana seluruh narasumber masyarakat menyatakan
bahwa prosedur pelayanan sudah jelas dan mudah dipahami. Kedua, keramahan dan
kedisiplinan, dimana sikap ramah, sabar dan responsif perangkat desa secara
konsisten diakui oleh masyarakat. Ketiga, tanggung jawab, dimana perangkat desa
menunjukkan komitmen untuk mendengarkan keluhan, memberikan solusi, dan
mengarahkan masyarakat ke instansi yang tepat apabila keperluan tidak ditangai di
tingkat desa. Keempat, kenyamanan komunikasi, dimana seluruh narasumber

masyarakat merasa nyaman dalam berinteraksi dengan perangkat desa.

Capaian-capaian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Wiranata et
al., 2019) bahwa administrasi desa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah
dalam mengelola sumber daay insani yang ada. Minimnya laporan ketidakpuasan
masyarakat sebgaimana ditegaskan oleh Kepala Desa Suripno, mengindikasikan

bahwa standar pelayanan yang dijalankan sudah mendekati harapan masyarakat.

B. Aspek yang Perlu Ditingkatkan
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Meskipun secara umum pelayanan dinilai baik, penelitian ini mengidentifikasi
beberapa area yang masih memerlukan perbaikan. Pertama, terkait kepastian waktu
dimana waktu tunggu yang tidak pasti menjadi keluhan utama masyarakat, yang
disebabkan oleh keterbatasan jumlah staff dan beban kerja yang tinggi. Aspek ini
berkaitan langsung dengan standar pelayanan publik yang menekankan pentingnya
jangka waktu penyelesaian yang jelas sebagaimana dikemukakan (Marwiyah,

2020).

Kedua, kelengkapan sarana dan aksesibilitas, dimana Deni Pradana
menyatakan perlunya penambahan komputer dan staff, sementara Ari Lesmana
menyoroti penataan ruang pelayanan yang perlu diperbaiki agar proses antrian dan
pelayanan tidak bercampur dalam satu area yang sama. M. Adlil juga
mengedepankan penyediaan kanal komunikasi digital seperti WhatsApp resmi

untuk mempermudah akses pengaduan masyarakat.

Ketiga, akurasi informasi publik, beredarnya informasi tidak akurat di tengah
masyarakat menunjukkan perlunya upaya sosialiasi dan edukasi yang lebih intensif
dari pihak kantor desa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Pradhana et al., 2023)
bahwa komunikasi organisasi dalam pemerintahan desa merupakan foktor penting
dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk di

dalamnya menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai hambatan
komunikasi organisasi perangkat Desa Bandar Klippa dalam mewujudkan
pelayanan administrasi yang efektif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hambatan komunikasi organisasi pada perangkat Desa Bandar Klippa secara
umum tidak bersifat dominan pada aspek struktual, karena alur komunikasi
telah berjalan jelas dan hierarki dari Kepala Desa kepada Sekretaris Desa,
kemudian ke masing-masing Kepala Urusan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang telah ditetapkan, serta didukung oleh adanya rapat dan evaluasi
rutin. Rasa sungkan yang muncul akibat perbedaan usia dan jabatan masih
dalam batas wajar dan dapat diminimalisir melalui budaya kerja yang
kekeluargaan sehingga tidak mengganggu kelancaran komunikasi internal.
2. Hambatan komunikasi yang paling menonjol muncul pada aspek teknis dan
semantik. Pada aspek teknis, keterbatasan fasilitas seperti koneksi internet
yang kadang tidak stabil, belum adanya sistem Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN), serta keterbatasan jumlah perangkat dan
peralatan mengakibatkan waktu pelayanan menjadi kurang pasti dan
petugas kewalahan ketika volume pelayanan tinggi. Pada aspek semantik,

perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, serta
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perbedaan formast administrasi antar desa, sering menimbulkan salah
paham yang mengharuskan petugas memberikan penjelasan berulang.

3. Hambatan psikologis di internal organisasi perangkat desa tergolong relatif
kecil, karena suasana kerja yang terbangun lebih menyerupai hubungan
kekeluargaan, tidak ada konflik personal yang dibawa ke ranah pekerjaan,
dan perangkat desa tetap berupaya menjaga profesionalisme. Tantangan
psikologis lebih banyak dirasakan dalam interaksi dengan masyarakat,
ketika petugas harus menghadapi sikap emosional atau salah pengertian dari
warga, sehingga memerlukan kesabaran dan kemampuan komunikasi
interpersonal yang baik dari perangkat desa.

4. Pelayanan administrasi di Kantor Desa Bandar Klippa secara umum dinilai
cukup baik dan efektif oleh masyarakat, terutama dari segi kesederhanaan
prosedur, kejelasan penjelasan petugas, keramahan, dan tanggung jawab
dalam memberikan layanan. Hal ini tercermin dari minimnya keluhan resmi
yang disampaikan masyarakat serta ungkapan kepuasan narasumber
ternadap sikap dan komunikasi perangkat desa. Namun demikian, aspek
kepastian waktu, kelengkapan sarana, dan kenyamanan ruang pelayanan
masih perlu ditingkatkan agar standar pelayanan administrasi yang efektif
dapat tercapai secara optimal.

5. Secara keseluruhan, hambatan komunikasi organisasi terbukti berpengaruh
terhadap efektivitas pelayanan administrasi di Desa Bandar Klippa.
Hambatan teknis dan semantik terutama berdampak pada kecepatan

pelayanan, kepastian waktu, dan intensitas klarifikasi informasi yang harus
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dilakukan petugas kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan
struktur komunikasi internal yang jelas, didukung oleh budaya kerja
kekeluargaan dan sikap komunikatif perangkat desa, mampu mereduksi
dampak negatif tersebut sehingga pelayanan administrasi tetap berjalan dan
dapat diterima dengan cukup baik oleh masyarakat.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diajukan
adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Desa Bandar Klippa diharapkan memperkuat pengelolaan
hambatan teknis, antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas
teknologi informasi yang ada, mengusulkan penambahan perangkat
komputer dan jaringan internet yang lebih stabil, serta melakukan penataan
ulang alur kerja agar tidak terjadi penumpukan pelayanan pada waktu
tertentu. Hal ini penting untuk meningkatkan kepastian waktu dan kecepatan
pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Perangkat desa perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat terkait prosedur, persyaratan, dan jenis layanan administrasi
yang tersedia di kantor desa, baik melalui papan pengumuman, pertemuan
warga di tingkat dusun, maupun pemanfaatan media sosial. Desan demikian,
potensi salah paham akibat informasi yang keliru atau tidak lengkap dapat
dikurangi, dan proses pelayanan menjadi lebih efisien.

3. Mengingat masih adanya salah pengertian dan informasi keliru yang beredar

di masyarakat, perangkat desa disarankan untuk menyediakan
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kanal komunikasi resmi, misalnya nomor WhatsApp atau contact person
kantor desa yang dapat diakses masyarakat ketika membutuhkan klarifikasi
cepat terkait pelayanan administrasi. Kanal ini sekaligus dapat
dimanfaatkan sebagai media pengaduan dan masukan bagi masyarakat.

4. Penataan ruang pelayanan perlu menjadi perhatian, sehingga alur antrean dan
area layanan dapat diatur lebih tertib dan nyaman, baik bagi petugas maupun
bagi masyarakat yang datang. Ruang yang tertata rapi, jelas pembagian
fungsinya, dan mudah diakses akan mendukung terciptanya pelayanan
administrasi yang lebih efektif.

5. Pemerintah daerah diharapkan mempercepat implementasi sistem Pelayanan
Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) atau sistem pelayanan
administrasi digital lainnya yang relevan di Desa Bandar Klippa, agar
pelayanan administrasi yang selama ini masih banyak dilakukan secara
manual dapat ditingkatkan menuju sistem yang lebih terintegrasi, cepat, dan
transparan.

6. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian
dengan melibatkan lebih banyak aktor desa, seperti Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, atau lembaga
kemasyarakatan lain, sehingga gambaran mengenai hambatan komunikasi
organisasi di lingkungan desa menjadi lebih komprehensif.

7. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan
membandingkan beberapa desa yang memiliki karakteristik berbeda, baik

dari segi jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, maupun tingkat digitalisasi
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pelayanan, untuk melihat variasi hambatan komunikasi organisasi dan

strategi penanganannya.
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Assalamu'alaikum wr. wb,

Dengan hormat, Saya yaug bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas [lmu Sosial dan
Ilmu Politik. UMSU : :
Namz Lengkap  : “WAUW‘%W\M

NPM . .22021026! .
Program Studi . Lamwleaaest
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Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SFP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajvan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan,

Demildanlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persefujuan Bapak/Ibu, Seya ucapkan

terima kasih. Wassalam. E]Zﬂ‘ 22'3”
Rekomendnsi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk "

Penctapan Judul dan Pembimbing. .

(.. N Buio Pt Metaa,
Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Pemohon,

, 121.10.. 202

Ketua,

(Or: Advior Ansheri | S:5o5,1.§ g
NIDN: 9!7.701840\
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SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2173/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas IImu Sosial dan Imu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tlmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor:
1964/SK/11.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November
2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal 1lmiah)
dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 10 Desember
2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : NURAULIA PUTRI MAHA

NPM : 2203110261

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Semester . VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI

(Skripsi dan Jurnal [Imiah) PERANGKAT DESA BANDAR KLIPPA
DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI EFEKTIF

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal

limiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Tlmiah) harus memenuhi
prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir
Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal llmiah) FISIP UMSU Tahun 2024,

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Timiah)
sesuai dengan nomor yang terdafiar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 079.22.311
tahun 2025.

3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal
Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak sclesai sebelum masa kadaluarsa atau
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,

Pada Tangal, 21 Djumadil Akhir 1447 H
1 l Desember 2025 M

I Ketua Program Studi llmu Komunikasi
FISIP UMSU di Medan;

2. Penbimbing yba & s @ @

3. Pertinggal, Py

Agean Reiersion Mntoroe .
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Medan.
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Program Studi : ILWU(OV““‘"'““
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Judul:

HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI PERANGKAT DESA
BANDAR KLIPPA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI EFEKTIF

Oleh: Nur Aulia Putri Maha, NPM: 2203110261

Program Studi llmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat

A. Data Narasumber (Kepala Desa)

Nama T Lo e LT T T s
Jenis Kelamin O A
Umur SusssonunanananuserunasrssayarrasERTEES
Pekerjaan/Jabatan :............. PR ORRE RO RSIRENY TR

B. Pertanyaan (Kategorisasi)
1. Hambatan Komunikasi (Hambatan Struktual)

a. Bagaimana alur komunikasi kerja antarperangkat desa dalam pelaksanaan
pelayanan administrasi sehari-hari?

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur organisasi dan pembagian wewenang
saat ini sudah mendukung komunikasi yang efektif?

c. Apakah perbedaan jabatan atau hierarki pernah memengaruhi keterbukaan
komunikasi antarperangkat desa?

2, Hambatan Komunikasi (Hambatan Teknis)

a. Apakah sarana komunikasi yang tersedia saat ini sudah mendukung
kelancaran pertukaran informasi antarperangkat desa?



b. Apakah keterbatasan fasilitas atau teknologi pernah menghambat

penyampaian informasi atau pelayanan kepada masyarakat?
3. Hambatan Komunikasi (Hambatan Semantik)

a. Apakah pernah terjadi perbedaan pemahaman terhadap istilah atau bahasa
administrasi antarperangkat desa?

b. Bagaimana cara menyampaikan informasi agar dapat dipahami dengan
baik oleh sesama perangkat desa maupun masyarakat?

4. Hambatan Komunikasi (Hambatan Psikologis)

a. Apakah rasa sungkan, takut, atau tertekan psikologis pernah memengaruhi
penyampaian pendapat atau informasi di lingkungan kerja?

5. Pelayanan Administrasi yang Efektif (Perspekfif Internal)

a. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan administrasi di Desa Bandar Klippa
sudah berjalan secara efektif? Mengapa demikian?

b. Apa saja kendala utama yang menyebabkan pelayanan administrasi belum
berjalan optimal?

c. Bagaimana bentuk evaluasi internal terhadap kinerja pelayanan
administrasi di kantor desa?

d. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar pelayanan administrasi
dapat berjalan lebih efektif kedepannya?



Daftar Wawancara Penelitian/Skripsi
Judul:

HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI PERANGKAT DESA
BANDAR KLIPPA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI EFEKTIF

Oleh: Nur Aulia Putri Maha, NPM: 2203110261

Program Studi llmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat

A. Data Narasumber (Sekretaris Desa)

Nama Ssscservorsiiossnnenssissonspisissssiss
Jenis Kelamin Siscteiseransisesarsansssossssasssanses
Umur Siosvsrvenss Vesesavasiasnessusosenon
Pekerjaan/Jabatan :.......cooeeveeieenciennncinencenanen.

B. Pertanyaan (Kategorisasi)

1. Hambatan Komunikasi (Hambatan Struktual)

a. Bagaimana alur komunikasi kerja antarperangkat desa dalam pelaksanaan

pelayanan administrasi sehari-hari?

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur organisasi dan pembagian wewenang

saat ini sudah mendukung komunikasi yang efektif?

c. Apakah perbedaan jabatan atau hierarki pernah memengaruhi keterbukaan

komunikasi antarperangkat desa?

2. Hambatan Komunikasi (Hambatan Teknis)

a. Apakah sarana komunikasi yang tersedia saat ini sudah mendukung

kelancaran pertukaran informasi antarperangkat desa?



o

b. Apakah keterbatasan fasilitas atau teknologi pernah menghambat
penyampaian informasi atau pelayanan kepada masyarakat?

3. Hambatan Komunikasi (Hambatan Semantik)

a. Apakah pemah terjadi perbedaan pemahaman terhadap istilah atau bahasa
administrasi antarperangkat desa?

b. Bagaimana cara menyampaikan informasi agar dapat dipahami dengan
baik oleh sesama perangkat desa maupun masyarakat?

¢. Menurut Bapak/Ibu, apakah bahasa birokrasi yang digunakan sudah cukup

jelas dan sederhana?
4. Hambatan Komunikasi (Hambatan Psikologis)

a. Apakah rasa sungkan, takut, atau tertekan psikologis pernah memengaruhi
penyampaian pendapat atau informasi di lingkungan kerja?
b. Apakah konflik personal atau emosi pernah memengaruhi kelancaran

komunikasi dan pelayanan?
5. Pelayanan Administrasi yang Efektif (Perspektif Internal)

a. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan administrasi di Desa Bandar Klippa
sudah berjalan sccara efektif? Mengapa demikian?

b. Apa saja kendala utama yang menyebabkan pelayanan administrasi belum
berjalan optimal?

¢. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar pelayanan administrasi
dapat berjalan lebih cfektif kedepannya?



Daftar Wawancara Penelitian/Skripsi
Judul:

HAMBATAN KOMUNIKAST ORGANISASI PERANGKAT DESA
BANDAR KLIPPA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI EFEKTIF

Olch: Nur Aulia Putri Maha, NPM: 2203110261

Program Studi Timu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat

A. Data Narasumber (Staff Pelayanan Administrasi Desa)

Nama

.......................................

Jenis Kelamin

Umur

Pekerjaan/Jabatan :o....ccciiiveiniiiiiiinininninnen

B. Pertanyaan (Kategorisasi)
1. Hambatan Komunikasi (Hambatan Struktual)

a. Bagaimana alur komunikasi kerja antarperangkat desa dalam pelaksanaan
pelayanan administrasi sehari-hari?

b. Menurut Bapak/Tbu, apakah struktur organisasi dan pembagian wewenang
saat ini sudah mendukung komunikasi yang efektif?

c. Apakah perbedaan jabatan atau hierarki pemah memengaruhi keterbukaan
komunikasi antarperangkat desa?

2. Hambatan Komunikasi (Hambatan Teknis)

a. Apakah sarana komunikasi yang tersedia saat ini sudah mendukung
kelancaran pertukaran informasi antarperangkat desa?



b. Apakah keterbatasan fasilitas atau teknologi pernah menghambat
penyampaian informasi atau pelayanan kepada masyarakat?
¢. Apa kendala teknis yang paling sering dihadapi dalam proses pelayanan

administrasi?
3. Hambatan Komunikasi (Hambatan Semantik)

a. Apakah pernah terjadi perbedaan pemahaman terhadap istilah atau bahasa
administrasi antarperangkat desa?
b. Bagaimana cara menyampaikan informasi agar dapat dipahami dengan

baik oleh sesama perangkat desa maupun masyarakat?
4. Hambatan Komunikasi (Hlambatan Psikologis)

a. Apakah rasa sungkan, takut, atau tertekan psikologis pernah memengaruhi
penyampaian pendapat atau informasi di lingkungan kerja?

b. Apakah konflik personal atau emosi pernah memengaruhi kelancaran
komunikasi dan pelayanan?

5. Pelayanan Administrasi yang Efektif (Perspektif Internal)

a. Menurut Bapak/Ibu, upaya apa saja yang harus dilakukan guna
memberikan pelayanan yang cepal, tepat, dan sesuai prosedur?

b. Apa saja kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat?

c. Menurut Bapak/Tbu, apa yang perlu diperbaiki agar pelayanan administrasi
dapat berjalan lebih efektif kedepannya?



Daftar Wawancara Penclitian/Skripsi
Judul:

HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI PERANGKAT DESA
BANDAR KLIPPA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI EFEKTIF

Oleh: Nur Aulia Putri Maha, NPM: 2203110261

Program Studi llmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat

A. Data Narasumber (Masyarakat)

Nama

Jenis Kelamin

.......................................

Umur

Pekerjaan/Jabatan

.......................................

B. Pertanyaan (Kategorisasi)

1. Pengalaman Komunikasi dengan Perangkat Desa

a. Jenis pelayanan administrasi apa yang pemah Saudara/l urus di Kantor

Desa Bandar Klippa?

b. Bagaimana pengalaman Saudara/l berkomunikasi dengan petugas desa

saat mengurus keperluan administrasi?

¢. Menurut Saudara/l, apakah petugas desa menyampaikan informasi dengan

bahasa yang mudah dipahami?

2. Kejelasan dan Pemaknaan Pesan

a. Apakah informasi yang disampaikan petugas desa sudah jelas sejak awal

atau perlu ditanyakan berulang kali?



b. Pernakah terjadi kesalahpahaman antara Saudara/l dengan petugas desa?
Apa penyebabnya menurut Saudara/l?

3. Umpan Balik dan Responsivitas

a. Apakah petugas desa memberikan kesempatan kepada Saudara/l untuk
bertanya atau menyampaikan pendapat?
b. Apakah Saudara/l merasa didengarkan dalam proses komunikasi tersebut?

4. Sikap Nonverbal dan Relasi Komunikasi

a. Menurut Saudara/l, bagaimana sikap dan ckspresi petugas desa saat
berkomunikasi (ramah, cuek, terburu-buru)?

b. Apakah sikap terscbut memengaruhi kenyamanan Saudara/l dalam
berkomunikasi dengan para perangkat desa?

5. Persepsi Efektivitas Komunikasi

a. Menurut Saudara/l, apakah komunikasi yang dilakukan petugas desa
sudah membantu mempermudah urusan administrasi?

b. Apa kendala utama yang Saudara/ rasakan dalam berkomunikasi dengan
perangkat desa saat mengurus administrasi’?

¢. Saran apa yang ingin Saudara/l sampaikan agar komuniikasi dan
pelayanan administrasi desa dapat lebih baik ke depannya?
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Nomor  : 210/KET/IL3. AU/UMSU-03/F/2026 Medan, 11 Sya’ban 1447 |
Lampiran : -- 30 Januari 2026 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Desa Bandar Klippa,

Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.

Bissmillahirshmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/lbu dalam keadaan schat wal’afiat scria sukses dalam
menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon
kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Desa
Bandar Klippa, Kccamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang, atas nama :

Nama mahasiswa : NURAULIA PUTRI MAHA

NPM : 2203110261

Program Studi : llmu Komunikasi

Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI

PERANGKAT DESA BANDAR KLIPPA
DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI EFEKTIF

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penclitian
diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

@ Q ESTARS
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA

Alamat - JI. Bt Kuis Km. 10,2 Gg Rukun Bandar Klippa -~ 20371 Telp. 061 77835357

Nomor

Hal

Bandar Klippa, 04 Februari 2026
Kepada :

1070/ 834 Bapak Dekan Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,

MSp

Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik

: Balasan lzin Penelitian Di-

Tempat

Memenuhi maksud Surat Saudara Nomor : 210/KET/1.3.AU/UMSU-03/F/2026
Tanggal 30 Januari 2026 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini kami

sampaikan bahwa :

Nama :NUR AULIA PUTRI MAHA

NPM 12203110261

Program Studi : llmu Komunikasi

Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Penelitian : “Hambatan Komunikasi Organisasi Perangkat Desa Bandar Klippa
Dalam Mewujudkan Pelayanan Administrasi Efektif™

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami tidak merasa keberatan untuk
melakukan Observasi yang dilakukan pada tanggal 02 Februari 2026 — 09 Februari
2026 di Desa Bandar Klippa.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan unwk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

RKLIPPA
/' SEI TUAN
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SURAT KETERANGAN
No. 1318/KET/KESKAP/I11/2026

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan
Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama : Nur Aulia Putri Maha

Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah
ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi
dan Administrasi Publik.
Judul : Hambatan Komunikasi Organisasi Perangkat Desa
Bandar Klippa Dalam Mewujudkan Pelayanan
Administrasi Efektif
Jumlah Halaman : 10 Halaman
Penulis : Nur Aulia Putri Maha, Mujahiddin
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Medan, 28 Maret 2026
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PERPUSTAKAAN
ditasi A Berdasarkan Ketetapan T kaan Nasional Republik Indonesia No. 000S9/LAP.FT/IX 2018
U M su Pnul Administrasi : Jalan Klpkn Mnkllur Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
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SURAT KETERANGAN
Nomor: 01502/KET/I1.3-AU/UMSU-P/M/2026
S~ ‘:\/" W\ v
(\ z ‘\. % \f X o.

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama ¢ Nur Aulia Putri Maha
NPM : 2203110261
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/ P.Studi : Ilmu Komunikasi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, /1 Svawal 1447 H
30 Maret 2026 M
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Agama

Status
Kewarganegaraan
Anak Ke

Alamat

PENDIDIKAN
1. SD

2. SMP

3. SMA

4. Tahun 2022-2026

ORANG TUA
Nama Ayah

Pekerjaan
Nama Ibu
Pekerjaan

Alamat

Nur Aulia Putri Maha
Bandar Klippa, 18 Maret 2005

Perempuan

Islam

Belum Menikah
Indonesia

1 dari 2 bersaudara

JI. Pusaka Desa Bandar Klippa Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

SDN 106162 Bandar Klippa
SMPN 1 Percut Sei Tuan

SMAN 2 Percut Sei Tuan

Tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan IIimu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan IImu
Politik Universitas Sumatera Utara

Salidin Maha
Karyawan Swasta
Gemiem, S.Kep
Perawat

JI. Pusaka Desa Bandar Klippa Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



